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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU

Soni Widarto
soni071074@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini merupakan studi tentang penatausahaan barang milik daerah pada
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diatur secara khusus dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan
barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tabun
2007 terdapat pada Bab VII pasal 25,26,27,28,29 dan 30. Penatausahaan barang
milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik
daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis penatausahaan barang milik daerah pada
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penatausahaan
barang milik daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah : 1) Kepala SKPD selaku
pengguna barang, 2) Pengurus Barang, 3) Penyimpan Barang, 4) Sekretaris, 5)
Kepala Bidang, 6) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencana, dan 7) Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau secara keselurvhan dilihat dari aspek komunikasi, .
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik tapi belum

maksimal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung
implementasi penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah adanya peraturan perundang-
undangan yang jelas dan adanya komitmen dari pengguna barang untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat implementasi
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau adalah terutama terkait dengan jumlah dan kualitas
sumberdaya manusia yang belum memadai, sarana prasarana yang kurang

“memadai, serta kurang akuratnya data dan informasi pendukung mengenai barang

milik daerah.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE ADMINISTERING

- REGIONAL OFFICE BELONGINGS COMMUNITY EMPOWERMENT AND

THE VILLAGE OF MALINAU REGENCY

Soni Widarto
soni071074@gemail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

This research is a study of the administering regional office belongings
" community empowerment and the villages of the Malinau Regency, based on
. Government Regulation number 6 year 2006 regarding the management of Goods

belonging to the country/region that further regulated in particular with the

"+ regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 in 2007 about the technical
guidelines management of Goods belonging fo the area. Articles that become the

- basis of administering the goods belonging to the area in a regulation of the
" . Minister of Home Affairs Number 17 in 2007 contained in Chapter VII, article 25,

26, 27, 28, 29 and 30. Administering property areas include bookkeeping,

“inventory and reporting of goods belonging to the area. This research uses
- qualitative design research and done to describe and analyze administering the

goods belonging to the area office Mobilization and Village Districts Malinau,

-and identify factors that support and hinder the administering the goods
belonging to the area. The subjects in this study are: 1) the head of the SEGWAY
_..as the user of the goods, 2) Administrators of goods, 3) Storage of goods, 4)
" Secretary, 5) head of the field, 6) head of sub-division and financial planners, and
. 7) -head of Sub-Division General and Staffing. The results showed that

- administering the goods belonging to the area-office Mobilization and Village
- Districts Malinau overall as seen from the aspect of communication, resources,

" disposition and bureaucratic structure has been running well but have not been

maximum. The study also concluded that the factors supporting the
implementation of the administering regional office belongings community

- empowerment and the village of Malinau Regency is the existence of legislation

are obvious and the commitment from the user goods for carrying out the policy.

- While the factors restricting implementation of administering the goods belonging

- to the area office Mobilization and Village Districts Malinau is mainly related to

" -the number and quality of human resources that are not yet adequate, less

' infrastructure adequate, as well as less accurate the supporting data and
- information concerning the goods belonging to the area.

~ Keywords: Autonomous Areas, The Possession Of The Region, Administering
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok
membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang
Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Guna memperdalam pemahaman tentang keadaan kualitas sumberdaya
manusia atau pegawai pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau, berikut data keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Data Pejabat Struktural dan Staf Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau
No Eselon Jumlah Pendidikan
1 |Eselonlla 1 S2 -
2 | EselonIll a 1 S2
3 | Eselonlll b 3 |82
4 | EselonlVa 11 S1 :
5 | Staf 17 3 orang S1, 4 orang D3, 10 orang SMU
33

Sumber: Dinas PMD, 2017

62
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Dari data tersebut diatas, secara umum dapat dikemukakan bahwa keadaan
pegawai pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
sudah cukup memadai jika dilihat dalam konteks terselenggaranya tugas dan
fungsi sehari-hari, hanya distribusi sumberdaya manusia belum merata.

Sedangkan data sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau
No. Sarana Penunjang Jumlah
1 Mesin fotokopi 1 buah
2 Komputer PC 8 unit
3 Lemari kayu 5 buah
4 Brandkas 2 buah
5 Lemari arsip 1 buah
6 | Meja kerja 10 buah
7 | Meja biro 19 buah
8 Sofa 2 buah
9 Kursi putar 18 buah
10 | Kursi besi 19 buah
11 | Mobil 5 unit
12 | Sepeda Motor 123 buah
13 | Motor boat 23 buah
14 | Laptop 215 buah
15 | Printer 100 buah

Sumber: Dinas PMD, 2017
Sarana dan prasarana atau barang milik daerah tersebut diperoleh dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.
2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Sebelum diuraikan temuan lapangan implementasi kebijakan penatausahaan
barang milik daerah, terlebih dahulu akan dipaparkan hal-hal yang terkait
| dengan kébijakan penatausahaan barang milik daerah, yaitu
a. Pengertian Barang dan Barang Milik Daerah
Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004, yang dimaksud de-

ngan barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau di-
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peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 disebutkan barang mi-
lik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be-
ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (BMD) adalah semua ba-
rang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari per-
olehan lainnya yang sah. BMD meliputi: a) barang yang diperoleh dari hi-
bah/sumbangan atau yang sejenis; b) barang yang diperoleh sebagai pelak-
sanaan dari perjanjian/kontrak; c) barang yang diperoleh berdasarkan ke-
tentuan undang-undang; atau d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana di-
sebutkan pada pasal 2 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006.

Atas dasar pengertian tersebut, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
nomor 17 tahun 2007 disebutkan bahwa lingkup barang milik Negara /
Daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban
APBN/D juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMIN/D yang ber-
asal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh
dari hibah/sumbangan/ sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan
- perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang—undan_g dan
diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang _telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Mengenai lingkup BMN/D dibatasi pada pengertian

BMN/D yang bersifat berwujud (tangible).
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BMD terdiri dari: a) barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang
penggunaannya/pemakaiannya berada pada SKPD/instansi/lembaga peme-
rintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b) barang yang dimilik oleh perusahaan daerah atau badan usaha milik dae-
rah lainnya yang status barangnya dipisahkan. BMD yang dipisahkan ada-
lah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan dae-
rah atau badan usaha milik daerah lainnya yang anggarannya dibebankan

pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya.

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap ba-
rang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan
dan tuntutan ganti rugi (pasal 4 ayat 2 peraturan menteri dalam negeri no-
mor 17 tahun 2017).

Pengelolaan asset daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 ta-
hun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, yang kemudian
ditindaklajuti dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007
tentang pedoman teknis p_engelolaan barang milik daerah. Lingkup pe-
ngelolaan asset dim@kSud meliputi: 1) perencanaan kebutqha_n dan pe-
nganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan;
6) penilaian; 7) penghapusan; 8) pemindahtanganan; 9) penatausahaan, dan

10) pembinaan, ‘pengawasan, dan pengendalian.
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¢. Kelompok Barang Milik Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah digolongkan berupa

barang persediaan dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya

lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 kelompok yaitu:

1)

2)

3)

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap adalah tanah yang di-
peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk didalamnya adalah tanah untuk
gedung, bangunan, irigasi dan jaringan

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan alat kendaraan ber-
motor, alat elektronika dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lain-
nya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat
bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat
studio, alat komunikasi dan alat pemancar, alat laboratorium dan alat
kedokteran.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai operasional dan dalam kondisi
siap pakai. Termasuk dalam kelompok ini adalah gedung dan bangunan
adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan

menara, monument, bangunan sejarah, gudang dan gedung, museum.



4)

5)

6)
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Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang di-
bangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh peme-
rintah daerah dan dalam kondisi siap pakai yang digunakan dalam ke-
giatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Termasuk klarifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan raya, jem-
batan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, ja-
ringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokan
ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dalam kondisi siap
pakai dan dimanfaatkan untuk kegiatan opersional pemerintah daerah.
Rincian asset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang seni dan
kebudayaan, hewan ternak dan tanaman. Termasuk dalam kategori ke-
lompok asset tetap lainnya juga adalah asset biaya renovasi atas asset
tetap yang bukan miliknya. Contohriya adalah ketika pemda menyewa
atau meminjam kantor dan melakukan renovasi. Dalam renovasi ter-
sebut, pemda membeli partisi, maka partisi tersebut termasuk dalam
asset tetap lainnya. Biaya partisi untuk kantor yang bukan miliknya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP adalah asset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan satu pe-

riode waktu tertentu atau belum selesai. KDP meliputi tanah, peralatan
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dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset
tetap lainnya.
d. Pengelola Barang Milik Daerah
Wewenang pengelolaan barang/asset daerah berada pada kepala daerah,
sedangkan Menteri Dalam Negeri bertugas melakukan pembinaan dan

memfasilitasi pengelolaan barang daerah (LAN, Depdagri, 2007).
Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan ber-

tanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, disebutkan dasar pengaturan

mengenai wewenang dan tanggungjawab pejabat pengelolaan barang milik

Negara/daerah adalah §ebagai berikut:

1) Gubemnur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah merupakan
pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pe-
ngelolaannya dilaksanakan oleh: a) Sekretaris daerah sebagai pengelola
barang atas dasar pertimbangan bahwa kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah; b) Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang.

2) Sekretaris daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
a) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah; b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah; c) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/
perawatan barang milik daerah; d) mengatur pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah

disetujui oleh kepala daerah; €) melakukan koordinasi dalam pelak-
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sanaan inventarisasi barang milik daerah; dan f) melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Kepala biro umum selaku pengelola barang milik daerah bertanggung
jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik dae-
rah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah
(SKPD).

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna
barang, berwenang dan bertanggung jawab: a) mengajukan rencana
kebutuhan barang milik daerah satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola; b) mengajukan
permohonan penetapkan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dart beban APBD dan perolehan
yang lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelola; c)
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya; d) menggunakan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaanya untuk penyelenggaraan tugas. pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; €) mengamankan dan memelihara
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f) mengajukan
usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/bangunan kepada kepala- daerah melalui
pengelola; g) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaat-
kan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola; h) melaku-
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kan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik dae-
rah yang ada dalam penguasaannya; dan i) menyusun dan menyam-
paikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya
kepada pengelola.

5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang
milik daerah berwenang dan bertanggung jawab: a) mengajukan
rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang
dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan; b) melakukan
pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasannya; ¢) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d) mengamankan dan memelihara
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; €) melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaannya; f) menyusun dan menyampaikan
Laporan Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam
pengawasannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Definisi penatausahaan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII
pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti
untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen
yakni semua bafang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna
Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola
Barang. Dalam penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya
melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD
dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun
Laporan BMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca
pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan BMD dalam rangka
mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan
data agar pelaksanaan pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan

azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
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akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntasi
Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005. Dalam SAP dimaksud, BMN/D terbagi atas persediaan
pada pos asset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada
i)os aset lainnya.

Sesuai dengan pasal 30 Permendagri 17 Tahun 2007, bahwa untuk
untuk memudahkan pendafiaran dan pencatatan serta pelaporan barang
milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat
menggunakan aplikasi SIMBADA. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi
manajemen barang atan asset daerah integratif yang dibuat untuk
membantu staf Satuan Kerja Perangkat Daerah merencanakan,
menatausahakan, menginvetarisasi, dan membuat laporan terkait dengan
barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva,
SIMBADA juga mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal
penatausahaan barang daerah secara integratif. Dengan dua pedoman
tersebut, SIMBADA harus didesain dengan mempertimbangkan urutan
proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan

barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventarisasi barang,
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pemeliharaan barang dan pelaporan barang. Untuk memenuhi seluruh
kebutuhan ini, SIMBADA dibuat harus dengan menampilkan menu-menu
pokok yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan, import dan
pengaturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah menyatakan bahwa,”’Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan
bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya.” Pencatatan barang daerah
pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek
audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian
laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan
BMD ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca
pemerintah daerah setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan
pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan
penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMD.
Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka
yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang
memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan
akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang

tepat dan akurat.
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Inventaris harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk
dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut
merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan kekayaan Daerah. Informasi yang berasal dari data
yang tidak valid dan relevan akan menyebabkan pengambilan keputusan
yang salah. Dalam perencanaan pengadaan barang, perencanaan
pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi
persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas
data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang
berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris.
Macam-macam dokumen inventaris yang digolongkan menurut jenis
kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencatatan

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pencatatan adalah sebagai

berikut:

a. Buku Induk Inventaris: kompilasi/gabungan Buku Inventaris.

b. Buku Inventaris (BI): himpunan catatan data teknis dan administrasi

yang diperoleh dari Kartu Inventaris Barang hasil inventarisasi.

c. Kartu Inventaris Barang (KIB): kartu untuk mencatat barang
inventaris secara tersendiri atan kumpulan/ kolektif yang diperlukan
untuk inventarisasi atau tujuan lainnya selama barang tersebut belum
dihapuskan. Contoh KIB yang harus diselenggarakan antéra lain KIB

Tanah, KIB Gedung, KIB Kendaraan, dan KIB Lainnya.
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d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR): kartu untuk mencatat barang
inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
Dalam Inventarisasi, pencatatan kondisi inventaris dibagi dalam 3
kategori yaitu Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat. Informasi
kondisi barang diperlukan dalam proses penilaian inventaris dan
berguna sebagai salah satu data dalam pengambilan keputusan
mengenai inventaris oleh pihak pengelola, seperti penghapusan
barang, perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, dan
lainnya.

2. Kegiatan Pelaporan

Dokumen yang berkaitan dengan pelaporan adalah sebagai berikut:

a. Daftar Rekapitulasi Inventaris: disusun oleh Kepala Daerah selaku
Kuasa/Ordonator Barang dengan menggunakan bahan dari
Rekapitulasi Inventaris Barang yang disusun oleh Pengurus Barang
Satuan Kerja/ unit Kerja.

b. Daftar Mutasi Barang: memuat data barang yang berkurang dan
atau bertambah dalam suatau jangka waktu tertentu, misalnya
setiap 3 bulan (LMBT) atau setahun (LT1).

Hasil inventarisasi berupa jenis dan nilai aset Daerah akan
digunakan sebagai data utama dalam penyusunan neraca awal
Daerah. Pos yang akan menyajikan jenis dan nilai aset Daerah
adalah :

1. Aset Tetap, yang terdiri dari rekening : a) Tanah; b) Gedung

dan Bangunan; c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; d) Peralatan dan
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Mesin; e) Kendaraan; f) Inventaris Kantor; g) Aset Tetap
Lainnya; h) Konstruksi dalam Pengerjaan

2. Aset Lainnya, yaitu pada rekening: a) Built Operating Transfer
(BOT), jika Pemda memiliki suatu bangunan yang dibangun
dengan cara kemitraan dengan swasta berdasarkan perjanjian;
b) Lain-Lain Aset, yaitu aset yang tidak dapat digolongkan
dala jenis asset lancar, investasi permanen, dan aset tetap di
atas. Untuk tumbuhan dan hewan ternak, pencatatannya dalam
pos di neraca melihat konteks keberadaannya. Tumbuhan dan
hewan ternak dapat dicatat dalam pos Persediaan, Aset
Lainnya atau dicatat terpisah dalam buku tersendiri (ekstra
comptabel).

B. Temuan Lapangan
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai. Kebijakan penatausahaan barang milik daerah ditujukan
untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau bertujuan untuk memastikan
apakah setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya telah dilakukan pencatatan dalam daftar Barang Pengguna

(DBP) dan dicatat menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
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Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Malinau dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu:
a. Komunikasi
Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMD yang mengatakan:
“Saya selaku Kepala Dinas PMD telah menginstruksikan kepada
pengurus barang dan penyimpan barang untuk menatausahakan
barang milik daerah baik pembukuan, inventarisasi maupun
pelaporannya secara peroidik atau berkala” (Wawancara 29 Agustus
2017)
Sementara itu Sekretaris Dinas PMD mengemukan bahwa:.
“Baik pengurus barang maupun penyimpan barang telah melakukan
kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam
Daftar Barang Pengguna sesuai dengan Kartu Iventaris Barang”
(Wawancara 4 September 2017)
Senada dengan Sekretaris Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mengatakan:
“Peng'urusvl barang dan penyimpan barang sudah melaksanakan
pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah ke
“dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris dengan
terlebih dahulu melakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah”. (Wawancara 4 September 2017)

Sedangkan pengurus barang menerangkan bahwa:
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“Kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan telah kami laksanakan

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang

Milik Daerah atau SIM BMD. Dimana data-data barang milik daerah

tersebut diperoleh dengan pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi

dengan sub bagian keuangan dan perencana dinas PMD”. (Wawancara

tanggal 4 September 2017)

Dengan demikian pendekatan komunikasi yang dibangun dalam
penatausahaan barang pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kabupaten Malinau adalah memberikan intruksi-intruksi untuk
melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara berkala
dengan melalui pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi dengan pihak-
pihak yang terkait dengan penatausahaan barang milik daerah.

Sementara dalam rangka implementasi kebijakan penatausahaan
barang milik daerah (BMD), serta untuk meningkatkan pemahaman,
pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi pengurus
barang dan penyimpan barang yang menangani masalah BMD, dilakukan
komunikasi kebijakan.

Komunikasi kebijakan tersebut berupa proses transmisi yaitu
transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan
para penerima manfaat maupun kepada pendukung. Proses ini
dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat maupun dalam
bentuk sosialisasi.‘

Kebijakan penatausahaan barang milik daerah dapat dilaksanakan
tepat sasaran, sangat diperlukan pendekatan penguatan kelembagaan

melalui proses komunikasi yang partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan

teori hubungan manusia yang menekankan pada pentingnya individu dan
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hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Strategi peningkatan dan
penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota
organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu
mengembangkan potensinya serta meningkatkan kepuasan kerja dan
mengarahkan aktualisasi diri pekerja, melalui komunikasi yang kontinyu,
akan mempertinggi motivasi bekerja sehingga akan dapat meningkatkan
_produksi organisasi.

Pendekatan komunikasi yang dimaksudkan selain transmisi adalah
kejelasan yang mencakup proses komunikasi internal melalui pertemuan
yang intens antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan pengurus barang, penyimpan barang, kepala sub bagian umum
dan kepegawaian, kepala sub bagian perencana dan keuangan serta
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui sosialisasi
pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Kejelasan komunikasi
dalam kebijakan penatausahaan barang milik daerah untuk mewujudkan
tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pegawai yang memiliki
kompotensi terhadap penatausahaan barang milik daerah belum
mengetahui prosedur, utamanya pengelolaan tentang barang/aset dacrah.
Ini di sebabkan sosialisasi jarang sekali dilakukan terutama oleh Badan
Pengelola Keuapgan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau kepada kepala
SKPD maupun kepada pengurus barang maupun penyimpan barang, ini
sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Malinau menyatakan bahwa:
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“Mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa
Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tentang
penatausahaan barang milik daerah itu ada kami laksanakan, tetapi
benar kurang kami. Bentuk komunikasi yang kami laksanakan terbatas
hanya pada penyampaian rapat internal lingkup Dinas saja, Bukan
pada bentuk satu kegiatan yang dilaksanakan”. (wawancara tanggal 29
Agustus 2017)

Pertemuan-pertemuan rutin seperti rapat antara pengurus barang,
penyimpan barang, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala
sub bagian perencana dan keuangan, serta sekretaris ataupun kepala dinas
jarang sekali dilakukan. Rekonsiliasi data BMD dikoordinir oleh kepala
sub bagian umum dan kepegawaian.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan
penatausahaan BMD dikemas dalam bentuk sosialisasi kepada pengurus
barang, penyimpan barang yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan Kabupaten Malinau. Sebagai informan pengurus barang dan
penyimpan barang menyamakan persepsi dan langkah secara integral
untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan
ketrampilan agar lebih memahami dan menyadari pentingnya data barang
milik daerah (BMD). Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
pengurus barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau selaku petugas yang menatausahakan barang milik daerah.

“Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomér 17

tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang didalamnya juga menjelaskan tentang penatausahaan

barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan barang milik daerah adalah: 1) untuk menyamakan persepsi
dan langkah secara integral secara menyeluruh dalam penatausahaan
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barang milik daerah; 2) untuk meningkatkan pemahaman,

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam penatausahaan

barang milik daerah; 3) agar semua PNS/ASN lebih memahami dan
menyadari pentingnya data BMD; 4) menguasai cara penatausahan

BMD hingga tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan software

(komputerisasi) SIM BMD.” (Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa: Wawancara 4 September 2017)

Proses komunikasi dengan melakukan sosialisasi kepada pengurus
barang jarang sekali dilakukan. Proses sosialisasi tersebut hanya
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Malinau pada tahun-tahun terdahulu. Hal ini seperti
diungkapan oleh Kepala Dinas.

“Sosialisasi dan sekaligus pelatihan penatausahaan BMD

diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

pada tahun-tahun sebelumnya, dimana dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa menugaskan pengurus barang dan penyimpan

barang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan

sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman,
kemampuan dan ketrampilan dalam penatausahaan barang milik
daerah.” (Wawancara 29 Agustus 2017 dengan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau)

Materi sosialisasi dan pelatihan adalah: 1) Kebijakan dan tata cara
penatausahaan barang milik daerah; 2) Dasar hukum, pengertian, dan
penatausahaan BMD; 3) Pengamanan dan pemeliharaan BMD;
Pencatatan pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris
Barang (KIB); 4) Pelaporan BMD.

Komunikasi dalam rangka implementasi penatausahaan barang milik
daerah selain dengan sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan
langsung atau konsultasi antara pengurus barang dan Kepala-Bidang Aset

BPKAD yang dilakukan setiap saat. Namun demikian ditemukan bahwa

belum semua implementor memahami dengan baik dan benar seluruh
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proses penatausahaan BMD mulai dari pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang Aset
BPKD pada tanggal 4 September 2017.
“Belum semua pengurus barang memahami penatausahaan BMD
mulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hal ini dapat
dilihat dari adanya beberapa SKPD yang belum menyampaikan
laporan BMD baik semesteran maupun tahunan. Salah satunya adalah
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”
Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi
dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada
Dinas PMD Kabupaten Malinau telah dilakukan, yaitu dengan
memberikan intruksi-intruksi, sosialisasi, dan rapat-rapat walaupun
frekuensinya masih jarang atau kurang.
. Sumberdaya

Sumberdaya manusia merupakan potensi dan pilar utama dalam
lingkungan organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumberdaya
manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas dan
pelayanan terhadap masyarakat.

Faktor sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam
implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah, karena
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-
aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber

untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan bisa efektif.
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Sumberdaya manusia terutama pengurus barang yang secara teknis
mengurus implementasi kebijakan penatausahaan BMD, secara kuantitas
dan kualitas masih belum memadai. Ini terlihat bahwa saat ini dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 1 (satu) orang pengurus
dan 1 (satu) orang penyimpan barang. Dengan beban kerja dan
tanggungjawab yang berat idealnya harus memiliki minimal 2 (dua)
orang pengurus barang serta mempunyai kemampuan, pengetahuan dan
keahlian dasar dalam penatausahaan barang milik daerah. Hal ini karena
mengurus barang/asset mempunyai tanggungjawab yang berat seba-
gaimana mengelola keuangan. Oleh karena itu pengurus barang yang
ditunjuk sebagai penatausahaan barang milik daerah harus mempunyai
pengetahuan dasar penatausahaan barang milik daerah, pengalaman dan
dan keahlian serta professional. Hal ini terungkap dalam wawancara
dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan SKPD

dengan nilai asset yang cukup besar dan paling kompleks

permasalahan yang dihadapinnya, sehingga pengurus barang merasa
kesulitan dalam menangani asset karena banyak asset yang tidak
ditemukan keberadaannya dan kesulitan mendapatkan dokumen
sumber perolehannya, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah dan
kemampuan terhadap pengurus barang ataupun penyimpan barang
dengan mengikuti atau melaksanakan pelatihan-pelatihan atau bimtek-
bimtek tentang penatausahaan barang milik daerah.” (Wawancara

dengan Kepala Dinas PMD, 29 Agustus 2017

Senada dengan Kepala Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Pengurus barang sebagai petugas penatausahaan barang milik daerah

yang menangani asset harus memiliki pengetahuan dasar
penatausahaan barang, ketrampilan dan keahlian dalam menangani
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asset atau barang milik daerah.” (Wawancara dengan Kasubbag
Umum dan Kepegawaian, tanggal 4 September 2017)

Selain terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) pengurus barang
dalam hal penatausahaan barang milik daerah, masalah lainnya adalah
seringnya pergantian pengurus barang dan penyimpan barang tanpa
dilakukan pengkaderan atau pelatihan terlebih dahulu. Sehingga hal ini
dapat menyebabkan pelaporan yang tidak tepat waktu. Sebagaimana
pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau mengatakan:

“Dalam hal pengurusan pelaporan barang milik daerah masih

terkendala waktu, dimana pelaporan tidak dibuat secara tepat waktu.

Hal ini dikarenakan petugas kurang mempunyai kemampuan,

pengetahuan dan keahlian dasar tentang penatausahaan barang milik

daerah” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2017)

Sedangkan Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumberdaya Alam
mengemukakan bahwa:

“Perlu adanya ketrampilan dan keahlian khusus dalam melakukan

penggolongan dan kodefikasi asset atau barang milik daerah sehingga

sangat diperlukan petugas penatausahaan barang milik daerah yang

benar-benar kompenten” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2017)

Senada dengan Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan
Sumberdaya Alam, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
mengatakan bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan SKPD yang

mempunyai macam atau jenis barang milik daerah yang sangat banyak

dengan nilai asset yang cukup besar sehingga diperlukan petugas
penatausahaan barang yang mempunyai keahlian dan kompetensi”

(Wawancara tanggal 29 Agustus 2017)

Dengan belum memadainya sumberdaya manusia terutama petugas

penatausahaan barang milik daerah maka diperlukan petugas tersebut
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untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan tentang
penatausahaan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan
oleh Sekretaris Dinas PMD yaitu:

“Untuk menigkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas
penatausahaan barang milik daerah maka diperlukan adanya
bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan. Dengan adanya
ketrampilan dan keahlian maka diharapkan pelaporan barang daerah
dapat tepat waktu dan sasaran serta berjalan dengan baik”
(Wawancara tanggal 4 September 2017)

Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM pengurus barang milik
daerah, Kepala Sub Bagian Umum dinas PMD, mengemukakan bahwa
perlu adanya diklat, magang maupun class program.

“Untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus barang dan penyimpan
barang ataupun pejabat yang menangani asset di SKPD selaku
pengguna barang milik daerah dapat dilakukan melalui pelatihan,
maupun magang yang diusulkan melalui anggaran APBD II. Hal ini
dilakukan untuk menngkatkan pemahaman dan kemampuan kepada
pejabat yang menangani asset tentang tata cara penatausahaan barang
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku”
(wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dinas PMD Kabupaten
Malinau, tanggal 4 September 2017)

Senada dengan Kepala Sub Bagian Umum, Sekretaris Dinas PMD
mengemukakan bahwa perlu adanya pendidikan dan pelatihan
penatausahaan barang milik daerah.

“Dinas PMD perlu menugaskan pengurus barang dan penyimpan

barang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penatausahaan

barang milik daerah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten maupun instansi/lembaga lainnya. Hal ini sangat berguna
untuk  meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang
penatausahaan barang milik daerah” (wawancara dengan Sekretaris
dinas PMD kabupaten Malinau tanggal 5 September 2017)

Selain kurangnya kualitas sumberdaya manusia petugas penata-

usahaan barang milik daerah, masalah lainnya adalah sumberdaya
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informasi. Basis data yang akurat akan mendukung proses kegiatan pena-
tausahaan barang milik daerah.

“Saya merasa kesulitan dalam hal pengurusan pelaporan asset atau

barang daerah dikarenakan kurang lengkapnya data barang tersebut

sehingga kesulitan dalam proses pencatatannya” (Wawancara dengan

pengurus barang tanggal 4 September 2017)

Sumberdaya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup
mendukung. Basis data yang akurat untuk menetapkan status barang
milik daerah belum final. Hal ini karena belum adanya peraturan daerah
ataupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang
penatausahaan barang milik daerah. Dimana selama ini hanya
berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Dengan hanya perpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007

tanpa adanya perda ataupun perbub yang mendukung akan kesulitan

dalam melakukan penetapan penggunaan barang-barang bergerak atau
barang-barang inventaris. Sebagai contohnya adalah membuat KIR

(Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu Inventaris Barang) yang

berada di bawah penguasannya” (wawancara dengan Kepala Dinas

PMD tanggal 29 Agustus 2017)

Selain sumberdaya informasi, sumberdaya anggaran juga dirasakan
masih sangat kurang, terutama biaya operasional. Seperti yang
dikemukakan pengurus barang dan penyimpan barang bahwa masih
dirasakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan asset.

«“Tidak adanya tempat atau gudang yang memadai untuk menyimpan

barang baik yang rusak maupun Yyang belum tersalurkan

mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan barang milik daerah”

(wawancara dengan penyimpan barang dinas PMD kabupaten

Malinau tanggal 4 September 2017)

“Kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan

asset/barang milik daerah maka asas-asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas dan asas kepastian
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nilai dalam pengelolaan barang/asset kurang optimal” (wawancara
dengan pengurus barang dinas PMD kabupaten Malinau tanggal 4
September 2017) '
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya
manusia masih kurang baik kualitas dan kuantitasnya, sumberdaya
informasi dan anggaran masih kurang, prasarana dan sarana yang kurang
memadai sehingga implementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau belum berjalan dengan baik.
¢. Disposisi
Penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau merupakan tanggung jawab
Kepala Dinas sebagai pengguna barang. Faktor disposisi merupakan
sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengguna barang, pengurus barang, dan
penyimpan barang di SKPD merupakan implementor kebijakan
berkeinginan dan berkecenderungan wuntuk mau dan terus
mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
merupakan tanggung jawab Kepala Dinas sebagai pengguna barang/asset

milik Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya. Hal tersebut
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lebih lanjut diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD yang menyatakan
bahwa :

“Sebagai Kepala Dinas sekaligus pengguna barang saya bertanggung
jawab terhadap kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang
berada di lingkungan saya. Dan saya mengetahui bahwa petugas yang
melakukan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik
daerah masih kurang tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.
Sebagai salah satu contoh adalah belum ditempelkannya Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) pada masing-masing ruangan dan belum
lengkapnya data aset/barang milik daerah” (Wawancara tanggal 29
Agustus 2017)

Dalam penatausahaan barang milik daerah kepala dinas dibantu oleh
pengurus barang dan penyimpan barang. Penjelasan tersebut
menunjukkan bahwa petugas penatausahaan barang milik daerah pada
dinas PMD kurang bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan
kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan barang milik
daerah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan
Desa yang menyatakan bahwa:

“Penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD sudah berjalan

cukup baik. Akan tetapi ada beberapa ruangan yang belum ditempeli

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) menunjukkan bahwa petugas tersebut

kurang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan

fungsinya” (Wawancara tanggal 5 September 2017)

Sementara itu pengurus barang dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa menyatakan bahwa:

“Memang benar bahwa ada beberapa ruangan yang belum ditempeli

Kartu Inventaris Ruangan atau KIR, hal ini dikarenakan banyak belum

lengkapnya data barang tersebut. Saya sebagai petugas yang

bertanggung jawab untuk mencatat, menginventarisasi dan
melaporkan barang atau asset daerah akan berusaha memperbaiki hal

tersebut” (Wawancara tanggal 4 September 2017)

Sedangkan Sekretaris dinas PMD mengatakan bahwa:




43408.§d9f

“Sikap para petugas penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau belum -
memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Sebagai petugas penatausahaan
barang milik daerah sudah menjadi kewajiban untuk membuat KIR,
KIB, menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan”
(Wawancara tanggal 4 September 2017)

Penjelasan ini diperkuat oleh informan penyimpan barang yang
menyatakan bahwa :

“Memang benar bahwa data asset/barang milik daerah pada dinas
PMD kurang lengkap. Hal ini disebabkan yang diberi tugas dan
tanggung jawab untuk mencatat, menginventarisasi dan melaporkan
data barang/asset masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.” (Wawancara dengan penyimpan barang, tanggal 4
September 2017)

Sementara itu pengurus barang mempertanyakan hal yang terkait
dengan usulan pengahapusan barang memberi indikasi belum kuatnya
sikap implementor dalam implementasi kebijakan. Seperti yang
diungkapkan pengurus barang bahwa :

“Banyaknya barang yang kondisinya rusak berat dan telah dilakukan
usulan penghapusan , namun hingga kini belum ada realisasinya. Dan
banyaknya data yang tidak lengkap tentang keberadaan barang,
spesifikas dan jenis barang menyebabkan kesulitan dalam pencatatan
dan inventarisasi barang tersebut.” (Wawancara dengan pengurus
barang tanggal 4 September 2017)

Sedang Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Malinau, menyatakan
bahwa:

“Sikap para penatausahaan barang milik daerah pada Dinas PMD
Kabupaten Malinau memiliki tanggungjawab sepenuhnya. Sebagai
pengguna barang sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan
laporan barang semesteran,tahunan dan bahkan lima tahunan,
sehingga apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentangPedoman teknis pengelolaan
barang milik daerah dapat tercapai.” (Wawancara tanggal 5 September
2017)
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Dengan demikian penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventari-
sasi dan pelaporan belum dilaksanakan dengan optimal baik dan benar.
Pembukuan adalah pencatatan barang yang digunakan pada mengguna
barang. Pencatatan barang milik daerah sesuai dengan spesifikasi, yaitu:
1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah; 2) KIB B: Peralatan dan
Mesin; 3) KIB C: Gedung dan Bangunan; 4) KIB D: Jalan, Irigasi dan
Jaringan; 5) KIB E: Aset Tetap Lainnya; 6) KIB F: Konstruksi Dalam
Pengerjaan; dan 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Dari hasil observasi
untuk KIB B : Peralatan dan Mesin, banyak barang yang tidak diketahui
pemakainya.

Dari hasil wawancara dari para informan dapat diketahui bahwa
pegawai yang mempunyai tugas dalam penatausahaan barang milik
dacrah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .Kabupaten
Malinau kurang memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Petugas penatausahaan barang atau
asset daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Kartu Inventaris
Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), menyampaikan laporan
barang semesteran dan tahunan.

. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan salah satu aspek
struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi. SOP sangat bermanfaat
dan berguna bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai waktu
yang telah tersedia. SOP juga sangat bermanfaat untuk menyeragaman

tindakan atau langkah dalam setiap pekerjaan. SOP yang digunakan
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sangat membantu para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah
tersedia dan juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau
tindakan dari setiap unit kerja. Bilamana SOP ini dilaksanakan secara
efektif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/asset daerah berjalan
secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pemyataan Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa:

“Struktur birokrasi sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan

penatausahaan barang/asset daerah di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, dimana SOP dapat

dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

penatausahaan barang milik daerah sehingga administrasi barang
dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri
* Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah”. (Wawancara tanggal 4 September

2017)

Informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar
Operasional Pekerjaan belum berjalan dengan baik, dimana SOP itu
belum dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya
dalam penatausahaan barang sehingga adminstrasi barang dapat dikelola
secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.Hal
ini didasari fakta dilapangan yakni jawaban dari para informan sebagai
fakta untuk membuktikan sejauh mana struktur birokrasi mempunyai
pengaruh terhadap kegiatan penatausahaan barang milik daerab.

Pernyataaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Malinau yang menyatakan bahwa:

“Standard Operating Procedure atau SOP sangat bermanfaat dalam
pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang
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meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dengan adanya
SOP maka penatausahaan barang/asset daerah dapat berjalan tertib
dan baik” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2017)

Senada dengan Kepala Dinas PMD, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian menyatakan bahwa:

“Dengan adanya SOP seharusnya pengurus dan penyimpan barang
dapat melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara tertib
dan baik” (Wawancara tanggal 4 September 2017)

Dari penjelasan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa
penggunaan Standar Operasional Pekerjaan belum berjalan dengan baik.
Dimana SOP belum dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dalam penatausahaan barang milik daerah.

. Faktor Pendukung dan Penghambat Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Dalam mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambat
implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

a. Faktor pendukung
Faktor pendukung implementasi kebijakan penatausahaan barang
milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Malinau adalah sebagai berikut:

1) Adanya peraturan perﬁndang—undangan mengenai pengelolaan barang

daerah, yaitu: (a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (b) Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
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Barang Milik Negara/Daerah; (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Akan tetapi belum adanya peraturan daerah atau
peraturan bupati tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah
mengakibatkan SKPD masih mengalami kesulitan dalam proses
pelaporannya.

“Dengan hanya perpedoman pada permendagri nomor 17 tahun
2007 tanpa adanya perda ataupun perbub yang mendukung akan
kesulitan dalam melakukan penetapan penggunaan barang-barang
bergerak atau barang-barang inventaris. Sebagai contohnya adalah
membuat KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu
Inventaris Barang) yang berada di bawah penguasannya”
(wawancara dengan Kepala Dinas PMD tanggal 29 Agustus 2017)

2) Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Dinas, pengurus barang dan
penyimpan barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik
daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007.

“Penatausahaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara
maksimal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007”. (Wawancara dengan Kepala Dinas
PMD tanggal 5 September 2017).

“Dalam penulisan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan pelaporan penatausahaan barang
milik daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007”. (Wawancara dengan pengurus
barang tanggal 5 September 2017).

3) Adanya kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dengan Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

“Rekonsiliasi barang milik daerah dengan dinas/badan atau SKPD
bertujuan untuk menemukan apakah ada perbedaan nilai barang
milik daerah yang tercatat di SKPD dengan Sekretariat
Kabupaten”. (Wawancara dengan Bidang Aset BPKD tanggal 5
September 2017)
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Dari jawaban-jawaban informan tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa faktor yang mendukung penatausahaan barang milik daerah adalah
adanya peraturan perundang-undangan, adanya komitmen yang kuat dari
para implementor, dan adanya kegiatan rekonsiliasi asset/barang milik
daerah oleh para pemangku kepentingan.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat implementasi penatausahaan barang milik daerah

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinay,

adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dan kualitas petugas penatausahaan barang milik daerah di
dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih dirasakan masih
kurang atau rendab. Hal ini terkait dengan penempatan aparat/pegawai
yang tidak sesuai kompetensi dan kapasitas serta prosedur kerja
kurang dipahami dengan baik dan benar.

2) Sarana  dan  prasarana yang kurang memadai  dalam
mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah,
termasuk di dalamnya anggaran. Hal ini menjadi penghambat dalam
pencocokan dan klarifikasi data awal, serta cek fisik pembuktian
keberadaan suatu barang milik daerah.

3) Ketersediaan dan kurang akuratnya data dan informasi mengenai
barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau. Hal ini terkait dengan pengadaan, inventarisasi,
dan penghapusan barang milik daerah. Data-data barang/asset yang

rusak berat. Yang disebabkan adanya pergantian pengurus barang.
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4) Belum tertibnya laporan inventarisasi dan penatausahaan barang milik
daerah baik waktu, prosedur dan ketepatannya.
C. Pembahasan

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007 yang belum dilaksanakan
Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25,
26, 27, 28, 29 dan 30.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti
untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen
yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/
Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Dalam
penétausahaan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan
fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan
sebagai bahan penyusuﬁan neraca pemerintah daerah. Sedangkan
penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib
pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan
BMD dapat dilaksanékan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum,

transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
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Dari hasil temuan dilapangan ada beberapa pasal dalam
PERMENDAGRI Nomor 17 tahu 2007 yang belum dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yaitu:

a. Pasal 26 ayat (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan; dan ayat
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau
bangunan milik pemerintah daerah. Hal ini tidak sesuai dengan
kenyataan dilapangan dimana dokumen-dokumen kepemilikan barang
milik daerah tidak ditemukan pada Dinas PMD Kabupaten Malinau. Baik
itu berupa kendaraan bermotor maupun aset-aset lainnya.

'b. Pasal 28 ayat (1) Pengguna/Kuasa ”Penggfma menyusun barang
semesteran dan tahunan. Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau berdasarkan temuan dilapangan hanya membuat atau
menyusun laporan barang tahunan saja.

b. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dari beberapa hasil temuan dilapangan yang berkaitan dengan
penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Faktor Komunikasi

Proses komunikasi penatausahaan barang milik daerah pada dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilékukan dengan memberikan

instruksi-instruksi kepada pengurus barang dan penyimpan barang untuk

manatausahakan asset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan,
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inventarisasi, dan pelaporan secara berkala dengan melakukan
pertemuan-pertemuan dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait.
Menurut Edward III  komunikasi yaitu menunjuk setiap
program/kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika terjadi
komunikasi efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran.
Adanya kejelasan informasi atau instruksi maupun akurasi dan
ketepatannya kepada kelompok sasaran yaitu pengurus barang dan
penyimpan barang akan mengurangi kekeliruan dalam penatausahaan
barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Kepala Dinas
telah memberikan instruksi-instruksi kepada petugas penatausahaan
barang milik daerah untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan secara berkala dengan melalui pertemuan-pertemuan dan
rekonsiliasi. Penyimpan barang dan pengurus barang telah melaksanakan
instruksi-instruksi  tersebut sehingga aspek komunikasi dalam
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah berjalan. Hal ini dapat
terlihat dari faktor komunikasi yang mempengaruhinya, yang terdiri dari:
a) Adanya kejelasan informasi atau instruksi penatausahaan barang milik
daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau, dimana petugas penatausahaan barang milik daerah telah
melaksanakan instruksi tersebut.
b) Akurasi informasi atau instruksi seperti cakupan dan ketepatannya.

Para petugas penatausahaan barang/asset dalam menyampaikan
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informasi telah sesuai dengan sasaran dan tujuan penatausahaan
barang milik daerah.

¢) Ketepatan informasi dari segi tujuannya dianggap sudah tepat.

Dengan penatausahaan barang/asset yang tertib pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau akan
menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada
tersedianya informasi atau database yang memadai dalam meyusun
perncanaan kebutuhan dan penganggaran serta ékan dihasilkan laporan
asset/barang milik daerah yang tepat dan akurat.

Sedangkan implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah
pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau akan
berjalan efektif ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh
individu-individu yang bertanggung-jawab dalam pencapaian tujuan
kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.. Konsistensi atau
keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga
pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks
dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan
melahirkan intérpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan
efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus
mengetahui  apakah mereka. dapat melakukannya. Sesungguhnya
implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus

mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.
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Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang ékan mereka
lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang
optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius
mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil
dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan
penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Malinau. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam
3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan
mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :
a).Transmisi
Proses penyampaian informasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah dilakukan oleh pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan
kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan
agar kebijakan penatausahaan barang milik daerah dapat
tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan kerja. Penyampain
informasi tersebut dilakukan pada saat rapat, pelatihan, diskusi,
bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan
memberikan pelatihan dan penjelasan secara jelas kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yaitu pengguna barang, pengurus barang dan
penyimpan barang. Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung
yang ditujukan untuk para petugas penatausahaan barang milik daerah.

Diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa
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kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan
penatausahaan barang milik daerah.

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa
transmisi dilakukan dengan cara pelatihan dan sosialisasi, yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada kegiatan rapat, latihan, bimbingan teknik, diskusi
dan sosialisasi. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan
George C. Edward IIl, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan
kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan,
baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan
penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator
transmisi pada implementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjalan baik,
karena informasi yang disampaikan sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal
tersebut adalah pengguna barang, pengurus barang dan penyimpan
barang sudah mengetahui tentang kebijakan penatausahaan barang milik
daerah.

b). Kejelasan

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi,
kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal ini
dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggung jawab dalam
mengimplementasikan kebijakan penatausahaan barang milik daerah

pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
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mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka ukuran
implementasi haruslah jelas agar pihak yang mengimplementasikan
kebijakan tahu dengan persis apa yang harus dilakukan. Berdasarkan data
mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode
yaitu secara tidak langsung dan langsung yaitu melalui media cetak.
Dapat dilihat babhwa kejelasan Implementasi Kebijakan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan
sudah mengetahui adanya kebijakan penatausahaan barang milik daerah.
Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan dalam bentuk
rapat, pelatihan, diskusi, bimbingan teknis dan sosialisasi yang selama ini
sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang
sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang
diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan
adanya pemberitahuan secara langsung maka petugas penatausahaan
barang milik daerah dapat secara langsung bertanya tentang apa yang
masih belum mereka pahami tentang penatausahaan barang milik daerah.

Namun, sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan mengenai
kebijakan penatausahaan barang milik daerah ini belum maksimal,
karena jarang dilakukan. Permasalahan yang dihadapi petugas

penatausahaan barang milik daerah adalah waktu yang diberikan untuk
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mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan belum tentu setiap
tahun ada.

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika
kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang'
diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus
diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan
tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan
bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi kebijakan
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari
metode . penyuluhan secara langsung yang belum benar-benar
tersampaikan sehingga belum sepenuhnya memahami penatausahaan

barang milik daerah.

c¢).Konsistensi

Konsistensi dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang
milik daearah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau sudah berjalan berdasarkan pelaksanaan pelatihan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Konsistensi
yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam
penatausahaan barang milik daerah mesti dilaksanakan secara
menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Namun dibutuhkan
kesabaran dan konsistensi lebih dalam penerapannya agar hasilnya
maksimal Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah

maka hasilnya tidak akan maksimal.
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Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi
kebijakan penatausahaan barang milik daerah, peneliti mengamati dapat
dikatakan sudah baik. Kondisi yang terjadi sudah sesuai dengan
ungkapan George C. Edward IIl yang menyatakan bahwa implementasi
kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas
(untuk diterapkan atau dijalankan).

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam implementasi kebijakan
penatausahaan barang milik daerah antara lain: (1) terwujudnya
ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut
inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah,
penghapusan dan penjualan barang/aset daerah, sisfem pelaporan
kegiatan tukar menukar dan hibah; (2) terciptanya efisiensi dan
efektivitas penggunaan barang/aset daerah; (3) pengamanan barang/aset
daerah; dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah
kekayaan daerah.

Upaya untuk mendukung penatausahaan barang/aset daerah secara
efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan
penatausahaan barang/aset daerah, maka diharapkan pemerintah daerah
perlu memanfaatkan secara efektif sistem informasi manajemen yang
konfrehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
Sistem informasi manajemen barang/asset daerah_ juga b_erisi data base
barang/aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan

pertanggung jawaban. Selain itu sistem informasi tersebut juga
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bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan
pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja modal dalam

penyusunan APBD.

2). Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam
penatausahaan barang milik daerah, karena bagaimanapun jelas dan
konsistensinya dalam pelaksanaan kegiatan, jika para pelaksana atau
petugas yang bertanggung jawab kurang mempunyai keahlian dan
kemampuan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana secara A
maksimal. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya informasi juga
berperan penting dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
Informasi data barang/asset yang tepat sangat berguna untuk pelaporan
barang milik daerah. Menurut Edward Il walaupun program atau
kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila masih kekurangan sumber daya maka program atau kebijakan
tersebut tidak berjalan efektif. Berdasarkan temuan dilapangan,
penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih kekurangan sumberdaya
manusianya baik dari jumlah maupun kualitasnya baik dari segi
ketrampilan, keahlian ataupun kompetensinya. Untuk mengatasi
kekurangan sumberdaya manusia, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis
maupun pelatihan-pelatihan. Selain kurangnya sumberdaya manusia,

penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD juga kekurangan
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dalam sumberdaya informasi yaitu kurang lengkapnya data barang/asset
daerah.

Faktor sumberdaya baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia,
anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi. Efektifitas
implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas
sumberdaya yang ada. Sebab sumberdaya dapat menjadi factor yang
kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pentausahaan barang milik
daerah.

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor sumberdaya yang
terdapat dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang
terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

a) Sumberdaya manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan

dari sumberdaya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan ketrampilan,

pengetahuan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia
apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumberdaya m_a‘nusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi, sebab tanpa sumber dayé manusia yang handa]-

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membutuhkan
sumberdaya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya
dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (staff)
yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang
milik daerah adalah pengurus barang dan penyimpan barang yang
merupakan sebagai petugas yang menatausahakan barang milik dacrah
yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.Maka kesiapan
dari segi kugliﬁkasi, ketrampilan, keahlian dan kompetensi sangat
diperlukan. Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah
seharusnya dapat lebih mempercepat dan memahami tentang
penatausahaan barang milik daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor
sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam
implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah, karena
bagaimanapun jelas dan konsistensinyal ketentuan-ketentuan atau
aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung
jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-
sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting
dalaﬁ implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah
yang dimaksud antara lain mencakup; 1).aparat memptlnyai keahlian
dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas pengelolaan barang
milik daerah, 2) ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang

dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan
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dikerjakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti
penatausahaan barang milik daerah tidak akan dapat dilaksanakan
secara maksimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat
tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang
ada di dinas PMD Kabupaten Malinau belum cukup dan dapat
mendukung penatausahaan barang milik daerah secara maksimal. Baik
dari segi jumlah, kualitas, kapasitas dan kecakapannya. Sehingga hal
ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward II
tentang sumberdaya manusia.

b) sumberdaya non manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila
dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah
kekurangan sumberdaya pendukung. Sumberdaya pendukung tersebut
diantaranya adalah fasilitas atau sarana prasarana, anggaran, dan
informasi. Sarana prasarana penatausahaan barang milik daerah salah
satunya adalah gudang penyimpanan. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau belum mempunyai gudang
penyimpanan yang memadai baik untuk barang yang sudah rusak
maupun barang yang masih layak pakai. Begitu pula dengan sarana
mobilitas untuk menjangkau asset-aset yang ada di kecamatan-
kecamatan maupun di desa-desa yang demikian banyak, dalam rangka

monitoring dirasakan sangat terbatas. Selain sarana prasarana,
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sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama
biaya operasional dalam pelaksanaan inventarisasi, pengecekan barang
di lokasi, sampai pada monitoring dan evaluasi. Demikian pula
dengan sumberdaya informasi tentang barang milik daerah belum
cukup mendukung. Basis data yang terkait barang milik daerah belum
handal dan akurat, seperti yang diharapkan dalam Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD).

Menurut George C. Edward 1l yang menyatakan bahwa sumber
daya non manusia berupa sarana prasarana, anggaran, maupun
informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi, apabila
seseorang pelaksana memiliki staff yang memadai, memahami apa
yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sumberdaya pendukung
maka implementasi yang dilaksanakan tidak akan berhasil karena
kekurangan pendukung yang dibutuhkan baik sarana prasarana,
anggaran maupun informasi sehingga akan menghambat implementasi
kebijakan yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
sumberdaya non manusia yaitu sarana prasarana, anggaran maupun
informasi untuk penatausahaan barang milik daerah yang ada di dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih
kurang dan belum memadai dan tidak sebanding dengan jumlah
asset/barang milik daerah yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana dan anggaran,
merupakan hal penting dalam menjamin penyelenggaraan

penatausahaan barang milik daerah. Oleh karena itu sarana prasarana
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dan anggaran harus secara tepat disiapkan pada saat akan
dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan penatausahaan barang milik
daerah belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan haraban, karena
sarana prasarana dan anggaran yang dibutuhkan belum semua
terpenuhi. Sehingga hal ini belum sesnai dengan apa yang
dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya
non manusia baik berupa sarana prasarana, anggaran, maupun
informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi. |
3). Faktor Disposisi
Komitmen, kejujuran dan demokratis adalah watak atau karekteristik
dari manusia. Dengan memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi
maka tanggungja&ab untuk melaksanakan program atau kebijakan juga
tinggi. Tanggungjawab penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah Kepala
Dinas dan Petugas penatausahaan barang milik daerah. Menurut Edward
III, disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan program atau
kebijakan dengan baik. Dari hasil wawancara terhadap informan
tergambar penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih bélum maksimal. Hal
ini terlihat masih kurangnya tanggung jawab dalam penatausahaan
barang milik daerah dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berkewajiban membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
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Inventaris Barang (KIB), laporan barang semesteran dan tahunan.
Pembuatan laporan barang milik daerah yang tidak tepat waktu
merupakan bentuk disposisi yang tidak baik dalam menjalankan program
atau kebijakan.

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor
lain dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah.
Dalam kaitan ini, implemetor kebijakan haruslah memiliki kemauan,
keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan kebijakan
yang ada. Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau,
dan beberapa bidang yang ada di bawahnya tentunya selaku Kepala
Dinas bertanggung jawab sebagai pengguna barang/aset milik
Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya. Dalam hal sikap
pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. .Dari
beberapa wawancara dengan informan menjelaskan bahwa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau masih kurang
bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewenangan yang berkaitan
dengan penatausahaan barang milik daerah sementara pegawai yang
diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan barang/aset sangat penting,
karena menyangkut pembagian tugas yang menangani pengelolaan
barang/aset pada Dinas Pemb_erdayaan Msayarakat dan Desa kabupaten
Malinau. Selain itu dari hasil wawancara terhadap informan tergambar
sikap implementor terhadap kebijakan penatausahaan barang/asset daerah

Dinas PMD Kabupaten Malinau, belum memiliki tanggung jawab




43408.pdf
111

sepenuhnya terhadap kebijakan penatausahaan barang/aset daerah
dimana pengguna barang yang berkewajiban menyampaikan laporan
barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada pengelola barang.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor
bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti
adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan
sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula
apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana bérbeda
dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan
diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat
kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi
hambatan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Karena
implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan penatausahaan
barang milik daerah ke depannya jika hal tersebut dibiarkan, akan
menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan
menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana
kebijakan.

4). Faktor Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi
adalah prosedur kerja ukuran dasarnya Standard Opera_ting Procedur
(SOP). SOP sangat bermanfaat dan membantu para pelaksana dalam
memanfaatkan waktu dan menyeragamkan langkah atau tindakan.

Bilamana SOP dilaksanakan secara efektif maka pelaksanaan program
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atau kebijakan akan berjalan secara maksimal. Berdasarkan teori Edward
111, struktur birokrasi menunjuk bahwa struktuf birokrasi menjadi penting
dalam melaksanakan program atau kebijakan. Aspek struktur birokrasi
ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur
organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme pelaksanaan program sudah
ditetapkan melalui Standard Operating Procedur (SOP). Pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau penatausahaan
barang milik daerah sudah ada SOP nya. Dari data dan fakta yang
ditemukan di lapangan dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar
Operasional Pekerjaan (SOP) belum berjalan dengan baik. Dimana SOP
ini belum dijadikan sepenuhnya sebagai dasar dalam melaksanékan tugas
dan fungsi dalam penatausahaan barang milik daeraﬁ, sehingga
administrasi barang/asset pada dinas PMD Kabupaten Malinau belum.
tertib.

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi
penghambat dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah. Adanya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi
yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar
kebijakan penatausahaan barang milik daerah. Struktur birokrasi
mempunyai pengaruh yang sangat siknifikan terhadap pelaksanaan
kebijakan. Salah satu aspek Struktural yang paling Adasa,r dari suatu
birokrasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya Standard Operating
Procedurs (SOP). SOP sangat bermanfaat untuk menanggulangi keadaan

umum dalam birokrasi publik. SOP yang digunakan sangat membantu
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para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah tersedia dan SOP
juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan dari setiap
unit kerja. Bilamana SOP ini dilaksanakan secara efektif di Dinas PMD
Kabgpaten Malinau maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan
barang/aset daerah berjalan secara maksimal. Mengetahui kondisi
tersebut tentunya didasari fakta yang ada dilapangan yakni jawaban dari
informan sebagai fakta untuk membuktikan sejauhmana struktur
birokrasi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.
Penatausahaan barang milik daerah merupakan kebijakan yang mesti
direncanakan dengan matang karena akan dilaksanakan di seluruh
dacrah. Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik
apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan
kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan
kebijakan penatausahaan barang milik daerah tel;clh diatur dalam
prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP).
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan
penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah diatur prosedur-prosedur
dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating
prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar
yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya
prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan
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yang dikemukan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa
dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu
yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di
dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya
penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel.
Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan prosedur operasi standar yang berupa juknis pelaksanaan
kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standart operasional
prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam

kebijakan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau ini sudah cukup baik dilihat

dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap
pelaksana kebijakan penatausahaan barang. Artinya dengan sudah
lengkapnya SOP teﬁtang pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang

i milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

’ Malinau, struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling |

tinggi ke level yang paling rendah. Dengan adanya kejelasan tugas dan

! beban kerja dari setiap instansi memberikan kemudahan bagi instansi

lainnya dalam mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat

dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten. Tetapi dari segi

pelaksanaannya, SOP belum dijalankan secara maksimal.
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Faktor-faktor pendukung dan penghambat penatausahaan barang milik
daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Faktor pendukung.

Faktor pendukung penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terkait dengan
peraturan peundang-undangan mengenai penatausahaan barang milik
daerah sudah diimplementasikan semaksimal mungkin.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua jajaran melalui
sosialisasi dan komunikasi lainnya. Demikian juga dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun
2007 dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan _dapat disimpulkan bahwa
komunikasi kebijakan terkait penatausahaan barang milik daerah pada
Dinas PMD Kabupaten Malinau telah dilakukan pada semua pihak terkait

dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga
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semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan penatausahaan
barang milik daerah. Terkait denga;l sumberdaya, kebijakan
penatausahaan barang milik daerah pada dinas PMD masih belum
memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Maka sumberdaya harus
menjadi perhatian utama, baik sumberdaya manusia, sumberdaya dana,
dan sumberdaya informasi. Sumberdaya manusia perlu terus ditingkatkan
kualitas dan kuantitasnya dalam manajemen asset daerah melalui diklat
yang terprogram dengan baik, berjenjang, dan berkesinambungan.
Sumberdaya dana perlu terus dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya
jumlah asset dan peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah.
Sumberdaya informasi dalam penatausahaan barang milik daerah
hendaklah terus ditingkatkan dan terus menerus diperbarui.

Terkait disposisi, dari temuan lapangan bahwa tanggung jawab
petugas penatausahaan barang milik daerah masih kurang. Untuk itu
yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kemauan dan kemampuan
semua pihak agar penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan struktur birokrasi, dari temuan dilapangan SOP belum
dijalankan secara maksimal. Karena itu diperlukan adanya standar yang
jelas dalam penatausahaan barang milik daerah mulai dari kedudukan,
wewenang, tugas dan fungsi dalam penatausahgan barang daerah.
Standard Operating Procedure (SOP) sangat bermanfaat untuk

menanggulangi keadaan umum dalam birokrasi publik. Dengan adanya
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SOP maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/asset milik
daerah dapat berjalan maksimal.
b. Faktor penghambat.

Faktor penghambat yang dirasakan dalam penatausahaan barang milik
daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten
Malinau dari temuan dilapangan dapat dijelaskan bahwa: 1) jumlah dan
kualitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih rendah,
2) sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penatausahaan
barang milik daerah termasuk didalamnya anggaran seharusnya menjadi
perhatian dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam
pencocokan dan klairifikasi data awal, serta cek fisik keberadaan suatu
barang milik daerah, 3) ketersediaan dan kurang akuratnya data dan
informasi mengenai barang milik daerah, 4) belum tertibnya laporan
inventarisasi dan penilaian barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, baik waktu,
prosedur dan ketepatannya, dan 5) belum adanya peraturan daerah
tentang penataushaan barang milik daerah.

Terkait dengan jumlah dan kualitas petugas penatausahaan barang
yang masih rendah dapat diatasi dengan penempatan personil yang sesuai
dengan kompetensinya, prosedur kerja yang jelas, mengurangi pergantian
personel petugas tanpa melalui pengkaderan terlebih dahulu, dan
mengikutsertakan petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Sedangkan terkait permasalahan sarana prasarana yang kurang

memadai termasuk didalamnya anggaran, seharusnya menjadi perhatian
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penting dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam
pencocokan dan klarifikasi data awal serta cek fisik pembuktian
keberadaan suatu barang milik daerah.

Berkaitan dengan ketersediaan dan kurang akuratnya data dan
informasi, serta belum tertibnya laporan inventarisasi dan penilaian
barang dapat diatasi dengan memaksimalkan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dan koordinasi dengan semua
pemangku kepentingan.

Terkait dengan belum adanya peraturan daerah tentang penatausahaan
barang milik daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harus
segera mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang

mengatur penatausahaan barang milik daerah.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan

sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat

dikemnukakan simpulan sebagai berikut :

1. Penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Malinau dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, -

disposisi dan struktur birokrasi berjalan kurang baik dan kurang maksimal

hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

Aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal.
Dimana instruksi-instruksi yang diberikan oleh kepala dinas melalui
pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat rekonsiliasi maupun sosialisasi

masih jarang dilakukan.

. Aspek sumberdaya belum memadai baik terkait sumberdaya manusia,

informasi, dan sarana prasarana.

. Aspek disposisi sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal. Hal ini

terkait adanya petugas penatausahaan barang yang kurang bertanggung

jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

. Aspek struktur birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Karena Standard

Operating Procedur (SOP) belum berjalan efektif sehingga administrasi

barang belum tertib.

2. Faktor pendukung dan penghambat penatausahaan barang milik daerah

adalah:

119
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a. Faktor pendukung penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah adanya
peraturan perundang-undangan yang jelas dan adanya komitmen dari
penggﬁna barang untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Faktor penghambat penatausahaan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, terutama
terkait dengan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang bertugas
dalam menatausahakan barang milik daerah masih kurang, sarana
prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi
mengenai barang milik daerah, serta belum diterapkannya Sistem
Informasi Barang Milik Daerah (SIM BMD) secara maksimal. Selain itu
belum adanya peraturan penatausahaan BMD yang dikeluarkan oleh
pemerintah kabupaten Malinau.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang disebutkan di atas, maka dapat
dikemukan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah
pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau sebagai
berikut:
1. Saran Teoritis

a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih

mendalam tentang penatausahaan baraﬁg ‘milik daerah'ten;tama maéalah

inventarisasi barang milik daerah.
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b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian
dengan melihat korelasi hubungan antara teori Edward III dengan
implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah.

2. Saran Praktis

a. Komunikasi harus lebih intensif melalui sosialisasi dan koordinasi yang
komprehensif kepada pemangku kepentingan atau stakeholder pengambil
kebijakan sampai dengan yang paling bawah.

b. Kualitas dan kuantitas petugas penatausahaan barang milik daerah perlu
terus ditingkatkan baik melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi
kebijakan dan prosedur pelaksanaan, maupun pembinaan dan
pengawasan secara kontinyu.

¢. Komitmen dan konsistensi tanggungjawab dari para implementor harus
ditingkatkan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan.

d. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM
BMD) secara maksimal dalam penatausahaan barang milik daerah.

¢. Pemberian reward/penghargaan serta sanksi kepada pengguna barang,
pengurus barang, dan pemyimpan barang dalam penatausahaan barang
milik daerah berdasarkan standar yang jelas, transparan dan akuntabel.

f. Membuat SOP yang lebih rinci dalam setiap kegiatan sebagai petunjuk
dan arah bagi impelementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah.

g. Pemerintah kabupaten M-aiinau. h@s segera mengeluarkan peraturan

tentang penatausahaan barang milik daerah.
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Lampiran 1 : DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NO NAMA JABATAN PERAN DALAM
PENATAUSAHAAN BMD

1. | Kepala Dinas Penanggungjawab & pengguna barang

2. | Pengurus Barang Petugas penatausahaan BMD

3. | Penyimpan Barang Petugas penatausahaan BMD

4. | Sekretaris Kepala Ruangan & pengguna barang

5. | Kabid Pemberdayaan Masyarakat | Kepala Ruangan & pengguna barang

6. | Kabid Pemerintahan Desa Kepala Ruangan & pengguna barang

7. | Kabid TTG dan SDA Kepala Ruangan & pengguna barang

8. | Kasubbag Umum & Kepegawaian | Kepala Ruangan & pengguna barang

9. | Kasubbag Keuangan & Perencana | Kepala Ruangan dan PPK

10. | Kabid Aset BPKD Pembina
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Lampiran : 2

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk mengarahkan penelitian ini dan sesuai dengan fokus penelitian
dibuat ‘pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, pertanyaan diarahkan
bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah.
Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada
informan kunci yang diduga mempunyai informasi yang dapat menjelaskan
fenomena yang terjadi. Dengan demikian pertanyaan dan jumlah informan dapat
berkembang tergantung dmamlka yang berkembang ditempat penelitian.

Adapun bentuk pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai beikut :

1. Penatausahaan barang milik daerah.

1.1. Proses pembukuan barang milik daerah.
a. Bagaimana proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah?
b. Apakah proses tersebut sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang
dimuat dalam lampiran 25 permendagri nomor 17 tahun 2007?

Jawab : Proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah pada dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah
dilaksanakan oleh pengurus/penyimpan barang sesuai dengan
penggolongan dan kodefikasi barang seperti yang tercantum dalam
Kartu Inventaris Barang (KIB). Pembuatan KIB dilakukan dengan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM
BMD). Dimana KIB tersebut berpedoman atau sesuai dengan
permendagri nomor 17 tahun 2007.

1.2. Inventarisasi barang milik daerah
a. Bagaimana kegiatan pencatatan barang milik daerah?
b. Bagaimana dokumen kegiatan pencatatan Buku Induk Inventaris (BII),
Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)?

Jawab : Kegiatan pencatatan barang milik daerah di dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah dilakukan sesuai
aturan yang berlaku baik Buku Induk Inventaris (BIl), Buku Inventaris
(B), Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris
Ruangan (KIR) yang telah dibuat oleh pengurus barang.

1.3. Pelaporan barang milik daerah
a. Bagaimana kegiatan pelaporan barang milik daerah?
b. Bagaimana dokumentasi pelaporan Daftar Rekapitulasi Inventaris dan
Daftar Mutasi Barang?

Jawab: Kegiatan pelaporan barang milik daerah pada dinas PMD Kabupaten
Malinau telah dilaksanakan akan tetapi masih terkendala waktu,
dimana pelaporan tidak dibuat secara tepat waktu. Seperti Dafiar
Rekapitulasi Inventaris maupun Dafiar Mutasi Barang yang

. seharusnya dibuat secara berkala baik semesteran maupun tahunan.
Hal ini dikarenakan petugas kurang mempunyai kemampuan,
pengetahuan maupun keahlian.
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2. Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah, yakni
meliputi :

2.1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang dengan adanya

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006?

Jawab : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolan
Barang Milik Negara/Daerah adalah merupakan salah satu regulasi
yang dipedomani oleh pemrintah birokrasi khususnya pengelola
barang baik barang milik Negara maupun barang milik daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut
dijelaskan bagaimana siklus/alur pengelolaan barang mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penghapusan, penjualan dan sebagainya serta
dijelaskan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan barang milik
Negara maupun daerah.

2.2. Bagaimana implementasi permendagri nomor 17 tahun 2007 dalam

pengelolaan barang milik daerah?

Jawab : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
merupakan pedoman atau petunjuk teknis secara rinci dalam
pelaksanaan dari pada PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai contoh
adalah  bagaimana proses perencanaan, pengadaan atau
penghapusan barang.

2.3. Bagaimana implementasi permendagri nomor 17 tahun 2007 dalam

penatausahaan barang milik daerah?

Jawab : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
merupakan pedoman atau petunjuk teknis dalam penatausahaan
barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan
peloporan barang milik daerah. Dimana dalam permendagri nomor
17 tahun 2007 tersebut memuat tentang Kartu Inventaris Ruangan
(KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Mutasi Barang dan hal-
hal lain yang berkaiatan dengan penatausahaan barang milik daerah.

3. Sosialisasi, koordinasi dan implementasi penatausahaan barang milik daerah.
3.1. Persiapan dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik
daerah:
a. Bagaimana sosialisasi dan komunikasi PP nomor 6 tahun 20062
b. Bagaimana sosialisasi dan komunlka31 permendagri nomor 17 tahun2007)
Jawab : Sosialisasi dari 2 (dua) aturan tersebut jarang dilaksanakan baik
kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang maupun kepada
pengurus/penyimpan barang selaku petugas penatausahaan barang
milik daerah.

3.2. Bagaimana implementasi penatausahaan barang milik daerah?
Jawab : Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di Dinas
PMD Kabupaten Malinau sudah berjalan sesuai harapan, hal ini
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terlihat dari komitmen yang kuat dari Kepala dinas dan
pengurus/penyimpan barang. Namun demikian masih terdapat
kendala maupun hambatan khususnya masalah keahlian, pengetahuan
maupun kemampuan pengurus/penyimpan barang yang masih kurang
dalam penatausahaan barang milik daerah. Dan seringnya
pergantian pengurus/penyimpan barang.

3.3. Bagaimana proses pembukuan barang milik daerah?

Jawab : Proses pembukuan yang meliputi kegiatan pendaftaran dan pencatatan
barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna
barang telah dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau.Pendafiaran dan pencatatan barang milik
daerah dilakukan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

3.4. Bagaimana proses inventarisasi barang milik daerah?

Jawab : Proses atau kegiatan inventarisasi barang milik daerah pada dinas
PMD Kabupaten Malinau telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat
dari adanya buku inventaris yang memuat data lokasi, jenis/merk,
jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan
barang dan sebagainya.

3.5. Bagaimana proses pelaporan barang milik daerah?

Jawab : Kegiatan pelaporan barang milik daerah pada dinas PMD Kabupaten
Malinau telah dilakukan hal ini terbukti dengan adanya dokumen
yang berupa Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi
Barang.

4. Pengurusan Barang Milik Daerah

a. Bagaimana pelaksanaan pencatatan seluruh barang milik daerah yang
berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI
dan BI], sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah?

Jawab : Barang milik daerah yang perolehannya dari APBD atau perolehan

lainnya telah dicatat oleh pengurus/penyimpan barang pada
bukwkartu barang sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan
barang.

b. Bagaimana pelaksanaan pencatatan barang milik daerah yang

dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan?

Jawab : Barang-barang yang berada dalam proses pemeliharaan atau
perbaikan dicatat oleh pengurus barang dalam kartu pemeliharan.
Dimana didalam kartu pemeliharaan mencamtumkan barang/asset
yang dzpelzhara/perbazla tanggal pemelzharaan/perbazkan maupun

biaya yang dipergunakannya.

c. Bagaimana pelaksanaan penyusunan laporan barang pengguna semesteran
(LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan
inventarisasi 5 (lima) tahunan?
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Jawab : Sebagai bentuk pertanggungjawaban/akutabilitas SKPD selaku
pengguna barang/asset, Kepala Dinas wajib membuat laporan
semesteran, laporan tahunan dan melakukan inventarisasi atau sensus
paling lama 5 (lima) tahun sekali.

d. Bagaimana pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daerah yang
rusak atau tidak dipergunakan lagi

Jawab : Aset/barang milik daerah yang sudah rusak/tidak dapat
dimanfaatkan/dipergunakan lagi, Kepala Dinas selaku pengguna
barang dapat mengajukan usulan penghapusan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Namun sebelum mengajukan usulan
pengahapusan perlu dilakukan kajian-kajian teknis dengan mengacu
pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Pengurus dan Penyimpan Barang

a. Bagaimana proses penetapan pengurus dan penyimpan barang?

Jawab : Pengurus dan Penyimpan barang diusulkan oleh Kepala Dinas untuk
setiap tahunnya. Selanjutnya dari permohonan tersebut ditetapkan
dengan Surat Keputusan oleh Bupati.

b. Bagaimana menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang milik daerah?

Jawab : Barang milik daerah yang sudah dibeli/diadakan selanjutnya
didistirbusikan/disalurkan penggunaannya kepada pejabat atau
pegawai yang ditunjuk dalam rangka menunjang tupoksi. Tapi
sebelum diserahkan penggunaannya disimpan dan dicatat oleh
pengurus/penyimpan barang.

c. Bagaimana meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang milik

daerah yang diterima?

Jawab : Setiap dokumen pengadaan barang dan jasa wajib disimpan oleh
pejabat pengadaan atau pejabat yang ditunjuk, karena sewaktu-waktu
dokumen tersebut dibutuhkan terutama pada saat pemeriksaan dan
Jjuga sebagai dasar dalam kapitalisasi asset.

d. Bagaimana meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan
dokumen pengadaan
Jawab : Penerimaan barang oleh panitia pemeriksa barang atau pejabat yang
ditunjuk berdasarkan spesifikasi dari barang itu sendiri, baik dari
Jjumlah maupun kualitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari
penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang

e. Bagaimana proses mencatat barang milik daerah yang dltenma ke dalam
‘buku / kartu barang?
Jawab : Barang yang sudah diserahkan kepada penyimpan barang setelah
diperiksa oleh panitia pemeriksa barang selanjunya dicatat menjadi
asset pada buku/kartu barang.

f. Bagaimana mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan?
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Jawab : Sebagai bentuk pengamdnan terhadap asset/barang milik daerah
pengurus/penyimpan barang diwajibkan melakukan pencatatan dan
penyimpanan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan.

g. Bagaimana membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan
barang milik daerah kepada kepala SKPD
Jawab : Penyimpan barang setiap bulan diwajibkan membuat laporan
penerimaan, penyaluran dan kondisi stok/persediaan barang.
Laporan ini disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

6. Kepala SKPD sebagai pengguna barang
a. Bagaimana pelaksanaan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah?

Jawab : Pada awal anggaran sebelum penetapan APBD Kepala Dinas
diharuskan mengajukan usulan rencana kebutuhan
barang/pemeliharaan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan pada tahun anggaran
yang akan dating.

b. Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

yang berada dalam penguasaannya?

Jawab : Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah
oleh Kepala Dinas diwajibkan melakukan pencatatan-pencatatan dan
melakukan inventarisasi-inventarisasi serta melakukan pelaporan
secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Bagaimana pelaksanaan penggunaan barang milik daerah?

Jawab : Barang milik daerah yang berada pada pengguna, wajib digunakan
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
Kemudian apabila barang/asset  tersebut sudah tidak lagi
dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi maka
barang/asset tersebut harus dikembalikan.

d. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan memelihara barang milik daerah?

Jawab : Barang/asset yang sudah tercatat pada pengguna, merupakan
kewajiban untuk memelihara barang/asset tersebut sesuai ketentuan
yang berlaku.

e. Bagaimana pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan?
Jawab : Pembuatan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
harus dilakukan dalam rangka menerttbkan mengevaluasi serta untuk
mengetahui keadaan mutasi daripada barang/asset tersebut.

7. Kepala Ruangan

a. Bagaimana proses pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam ruangan?
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Jawab : Barang-barang atau asset yang berada dalam ruangan sudah tercatat
dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kodefikasi dan
penggolongan barangnya.

b. Bagaimana proses pelaporan barang milik daerah yang berada dalam
ruangan?
Jawab : Barang/asset yang berada dalam ruangan dilaporkan berdasarkan
perubahan keadaan barang tersebut baik rusak berat, rusak ringan
maupun dalam kondisi baik.

8. Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah
8.1. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah
a. Komunikasi kebijakan
Jawab : Berhasil tidaknya suatu pekerjaan atau kebijakan bergantung pada
komunikasi baik langsung maupun tidak langsung amtara pimpinan
dan bawahan. Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau komunikasi dalam penatausahaan barang milik
daerah sudah dilaksanakan, misalnya dalam bentuk intruksi-intruksi,
sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi maupun peertemuan-pertemuan
rutin.

b. Sumber-sumber
Jawab : Berhasil tidaknya implementasi kebijakan juga ditentukan oleh
sumber-sumber antara lain jumlah staf yang ada, sarana dan
prasarana, keuangan, informasi dan lain-lain. Pada dinas PMD
Kabupaten Malinau untuk jumlah petugas/staf penatausahaan barang
masih kurang. Disamping itu sarana dan prasarana yang kurang
memadai, seperti misalnya gudang yang belum memamdai.

c. Disposisi

Jawab : Tingkah laku penentu kebijakan juga berpengaruh tingkat
keberhasilan suatu kebijakan, sebagai contoh misalnya beberapa
waktu lalu dinas PMD sudah mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati Malinau melalui Sekretaris
Daerah terhadap barang milik daerah yang sudah tidak layak untuk
dihapus, namun kenyataan dilapangan belum ditindaklanjuti oleh
penentu kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Jawab : Struktur birokrasi ini juga sangat menentukan keberhasilan dalam
implementasi  kebijakan penatausahaan barang milik daerah.
Implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di dinas
PMD saat ini dirasakan masih ada kendala, hal ini terkait dengan
belum lengkapnya Standard Operatinal Procedure (SOP) dan SOP
yang sudah ada belum dijalankan secara maksimal.
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8.2. Bagaimana proses komunikasi kebijakan

a. Bagaimana pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut
(transmisi)?

b. Apakah perintah kepada pelaksana kebijakan sudah konsisten dan jelas
(konsistensi)?

c. Apakah petunjuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut sudah ada kejelasan
(clarity)?

Jawab : Bila ditinjau dari komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan
kejelasan/clarity pada dinas PMD Kabupaten Malinau sudah berjalan
sesuai dengan kententuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi
tidak semuanya seperti yang diharapkan. Sebagai contohnya adalah
sosialisasi penatausahaan barang milik daerah masih kurang
dilaksanakan. Akan tetapi untuk pertemuan-pertemuan rutin sering
dilakukan. Adanya laporan-laporan rutin, semesteran maupun
laporan tahunan.

8.3. Kaitannya dengan sumber-sumber

a. Apakah jumlah dan kualitas staf pelaksana sudah memadai dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?

Jawab : Staf/petugas penatausahaan BMD yaitu pengurus barang dan
penyimpan barang yang masing-masing 1 (satu) orang masih kurang
Jika dibandingkan dengan beban/volume pekerjaannya. Perlu adanya
penambahan penyimpan barang dan pengurus barang masing-masing
minimal 2 (dua) orang. Pengurus dan penyimpan barang itupun harus
memiliki kualitas dan kompentensi yang memadai.

b. Bagaimana kebijakan dilaksanakan dan bagaimana kepatuhan pelaksana
(informasi)?

Jawab : Kepatuhan staf/petugas penatausahaan BMD belum maksimal. Hal
ini disebabkan oleh belum semua petugas penatausahaan BMD
mengetahui dan memahami aturan mengenai penatausahaan barang
milik daerah.

c. Apakah kewenangan dari pelaksana sudah jelas dan digunakan

sebagaimana mestinya (wewenang)?

Jawab : Kewenagan/tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus
barang dan penyimpan barang pada dinas PMD Kabupaten Malinau
belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari
laporan-laporan yang disampaikan belum atau selalu tidak tepat
waktu. Disamping itu kompetensi petugas yang masih kurang dan
sering terjadinya mutasi pegawai/petugas tanpa melalui pengkaderan.

d. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasinya
(fasilitas-fasilitas)
Jawab : Sarana yang dimilik oleh dinas PMD Kabupaten Malinau masih
terbatas. Idealnya harus memiliki gudang yang dapat menampung
BMD baik yang dalam kondisi rusak maupun baik.
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8.4. Kaitannya dengan disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dari
pelaksanaan
a. Hambatan-hambatan dalam implementasi
b. Insentif
c. Sanksi
Jawab : Terkait hambatan-hambatan dalam implementasi penatausahaan
barang milik daerah yaitu selain kompetensi petugas, sarana
prasarana yang kurang memadai, kurangnya kegiatan pembinaan dan
pengawasan. Penghargaan terhadap penyimpan barang dan pengurus
barang yang berprestasi dan disiplin yang kurang dan penerapan
sanksi kepada staf yang tidak melaksanakan tugas belum ditegakkan.

8.5. Kaitannya dengan struktur birokrasi
a. Prosedur-proesdur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut SOP
Jawab : Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penatausahaan
barang milik daerah juga mempengaruhi keberhasilan dari
penatausahaan barang milik daerah.

8.6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan implementasi penatausahaan barang
milik daerah
a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007
Jawab : Regulasi terkait penatausahaan barang milik daerah cukup lengkap
dan jelas, namun pemahaman dalam pelaksanaan aturan-aturan oleh
pelaksana/petugas yang masih kurang.

8.7. Usulan perbaikan kebijakan
a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007
Jawab : Hingga saat ini belum ada usulan perbaikan dari aturan-aturan
tersebut di atas.

8.8. Usulan perbaikan implementasi kebijakan
a. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006
b. Permendagri nomor 17 tahun 2007
Jawab : Sampai saat ini belum ada usulan perbaikan dalam implementasi
kebijakan panatausahaan BMD karena aturan-aturan yang ada sudah
cukup sebagai dasar dalam penatausahaan barang milik daerah yang
baik dan benar.

Malinau,  September 2017
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Lampiran : 3

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengarahkan penelitian ini dan sesuai dengan fokus penelitian
dibuat pedoman observasi. Hal ini dimaksudkan sebagai arahan bagi peneliti
dalam mengungkap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penatausahaan
barang milik daeraha, yaitu:

1. Penatausahaan barang milik daerah

1.1. Proses pembukuan barang milik daerah.
a. Proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah;
b. Proses tersebut sesuai dengan lampiran 25 dalam permendagri nomor 17
tahun 2007;

1.2. Inventarisasi barang milik daerah
a. Kegiatan pencatatan barang milik daerah;
b. Dokumen kegiatan pencatatan Buku Induk Inventaris (BII), Buku
Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Ruangan
(KIR);

1.3. Pelaporan barang milik daerah
a. Kegiatan pelaporan barang milik daerah;
b. Dokumentasi pelaporan Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi
Barang;

2. Sosialisasi, koordinasi dan implementasi penatausahaan barang milik

daerah

2.1. Persiapan dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik

daerah:
a. Sosialisasi dan komunikasi PP nomor 6 tahun 2006;
b. Sosialisasi dan komunikasi permendagri nomor 17 tahun 2007;

2.2. Implementasi penatausahaan barang milik daerah;

2.3. Proses pembukuan barang milik daerah;

2.4. Proses inventarisasi barang milik daerah;

2.5. Proses pelaporan barang milik daerah;

3. Pengurusan Barang Milik Daerah

a. Pelaksanaan pencatatan seluruh barang milik daerah yang berasal dari
APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI dan BII,
sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke
dalam kartu pemeliharaan;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan
laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan inventarisasi 5
(lima) tahunan; : _

d. Pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak
dipergunakan lagi;

4. Pengurus dan Penyimpan Barang

a. Proses penetapan pengurus dan penyimpan barang;

b. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang milik daerah;

c. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang milik daerah yang
diterima;
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d. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen
pengadaan;
e. Proses mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku / kartu
barang;
f. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
g. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang
milik daerah kepada kepala SKPD
5. Kepala SKPD sebagai pengguna barang
a. Pelaksanaan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah;
b. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
c. Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;
d. Pelaksanaan pengamanan dan memelihara barang milik daerah;
e. Pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan;
6. Kepala Ruangan
a. Proses pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
ruangan;
b. Proses pelaporan barang milik daerah yang berada dalam ruangan;
7. Implementasi kebijakan penatausabhaan barang milik daerah
7.1. Komunikasi kebijakan
Dengan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut (transmisi)
a. Perintah kepada pelaksana kebijakan terkait kosistensi dan kejelasan
(konsistensi) :
b. Petunjuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut terkait kejelasannya (clarity)
7.2. Sumber-sumber
a. Jumlah dan kualitas staf pelaksana terkait dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya (staf)
b. Pelaksanaan kebijakan terkait dengan kepatuhan pelaksana (informasi)
c. Kewenangan dari pelaksana terkait kejelasannya dan pelaksanaan
kewenagan (wewenang)
d. Kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasinya (fasilitas-fasilitas)
7.3. Disposisi
a. Hambatan-hambatan dalam implementasi
b. Insentif
c. Sanksi
7.4. Struktur birokrasi
a. Prosedur-proesdur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut Standard
Operating Procedures (SOP) ‘

Malinau, September 2017
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Lampiran 5 : Format Rekapitulasi Barang Ke Neraca

KABUPATEN MALINAU

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2016

43408.pdf

Provinsi :  KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota :  KABUPATEN MALINAU
Bidang :  Bidang Kependudukan
Unit Organisasi :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UPB :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
ASET TETAP 7,265,612,216.00
01 Tanah 0.00
0z Peralztan dan Mesin 6,216,804,416.00
02 Alat-alat Besar 0.00
03 Alat-alat Angkutan 3,539,202,094.00
04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 10,833,5900.00
05 Alat Pertanian ’ 0.00
06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,585,430,240.00
07 Alat Studio dan Alat Komunilasi 81,338,182.00
08 Alat-alat Kedokteran 0.00
09 Alat Laboratorium 0.00
10 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 0.00
03 Gedung dan Bangunan 1,048,807,800.00
11 Bangunan Gedung . 1,048,807,800.00
12 Monumen 0.00
04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00
i3 - Jalan dan Jembatan 0.00
14 Bangunan Air/Irigasi 0.00
15 Instalasi 0.00
16 Jaringan 0.060
05 Aset Tetap Lainya 0.00
17 Buku dan Perpustakaan 0.00
18 Barang Bercorak Kebudayaan 0.00
19 Hewan dan Temak serta Tanaman 0.00
20 Aset Renovasi 0.00
06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00
ASET LAINNYA 1,140,669,000.00
07 Aset Lainnya 1,140,669,000.00
01 Aset Lainnya 0.00
21 Aset Kondisi Rusak Berat 1,140,669,00_0._00
22 Aset yang dimanfaatian Pihak Lain 0.00
24 Aset Tidak Berwujud ) 0.00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA Halaman 1 dari 1



Lampiran : 6 Contoh Laporan Mutasi Barang

Provinsi

LAPORAN MUTASI BARANG

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

periode 01 January 2016 s/d 31 December 2016

43408.pdf

! KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota : KABUPATEN MALINAU
Bidang 1 Bidang Kependudukan
Unit Organisasi i DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN.DESA
Sub.Unit Organisasi  : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO. KODE LOKASI : 12.23.06.10,02,01.01
uPB 1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH AWAL MUTASI JUMLAH AKHIR
Ukuran
No. Sertifikat Asal/Cara | Barang/ Kondls Berkurang
Merk/ No. Pabrik Bahan |Perolehan | Konstruksl [ Satuan | !
Urut Kode Barang Register Nama / Jenis Barang Type No. Chasis Barang | (P,S,D) (7'(:;5 Barang Harga Bertambah Barang Harga
No. Mesin Barang Harga
1 02.03.01.01.02 0001 Jeep 4%4 - BESI Pembelfan 3000 Balk 1 407,589,100.00 0 0.00 1 407,589,100.00
0 0.00
2 02.03.01.01.02 0002 Jeep Misubsih / |- Besl Pembellan 2500 Balk 1 301,840,000.00 0 0.00 1 301,840,000.00
Strada 4x4
0 0.00
3 02.03.01.01.02 0003 Jeep Toyota/ |- Best Pembelian 2500 Baik 1 400,000,000.00 0 0.00 1 400,000,000.00
Hilux double
Cab Q 0.00
4 02.03.01.05.01 0001 s/d 0013 | Sepeda Motor Suzukl/ |112105400334 [Bes! Pembelian 125 Balk 13 220,071,423.00 0 0.00 13 220,071,423.00
Alxelo F
0 0.00
5 02.03.01.05.01 0029 Sepeda Motor Suzukl/ |112105400334 {bes Pembellan 125 Balk 1 16,928,571.00 0 0.00 1 16,928,571.00
Alxelo Fi
0 0.00
6 02.03.01,05,01 0072 Sepeda Motor Suzukt Exelo {MH8BF45SADI351 Besi Pembellan 125 Balk 30 462,900,000.00 0 0.00 30 462,900,000.00
/ FL125SCD
0 0.00
7 02,03.01.05.01 0073 Sepeda Motor Suzuki/ |- Besl Pembellan 125 Rusak 80 1,359,600,000.00 0 0.00 80 1,359,600,000.00
Shogun Berat
0 0.00
8 02,03.03.02.02 0001 s/d 0002 | Motor Boat Yasuka/ |- campuran  |Pembelian 16 PK Baik 2 34,000,000.00 0 0.00 2 34,000,000.00
GX420
0 0.00
9 02,03.03.02,02 0001 s/d 0005 | Motor Boat Robin/ |- bes! Pembelian 5PK ° Rusak 8 93,200,000.00 0 0,00 8 93,200,000.00
EY20D) Serat
) 0 0.00
10 02,03.03.02.02 0001 s/d 0008 [ Motor Boat Honda - bast Pembelian 15 PK Rusak 11 187,000,000,00 [ 0.00 11 187,000,000.00
' Berat
0 0,00
MENGETAHUIL MALINAU, 1 Januarl 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

Pengurus Barang




Lampiran 7 : Contoh Format Buku Inventaris

s KABUPATEN MALINAU 43408 pdf
BUKU INVENTARIS
Provinsi : KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota s KABUPATEN MALINAU
Bidang : Bidang Kependudukan )
Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasl  : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ype + DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
. NO. KODE LOKASI : 12,23,06,10.02.01,01,01
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
— Asal n | Baran Keadaan
e kod - senis Ba Merk/ N:. S:rtlﬂ:(:t Bahan P::o{::;: 1:;::, Konstrugk/sl Satuan Bara:g 5a H Keterangan
0. Pa
Urut e Barang | Register Nama / Jenis Barang Type N Cha;Is Barang bellan | (P, S, D) (B/KB/RB) rang arga
No. Mesin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 02.06.04.01.08 | 0070 5/d 0075 [ Meja Kerja Pegawai Non Struktural - Arinda Kayu Pembellan 2001 Standar Balk 6 1,350,000.00| Harga Satuan :
225,000,00
2 02.06.04.01.08 0076 Meja Kerja Pegawal Non Struktural Olimpic Kayu Pembeltan 2001 Standar Baik 1 225,000.00
3 02,06.04.01,08 | 0077 s/d 0080 | Meja Kerfa Pegawail Non Strukturai Ligna Kayu Pembelian 2001 Standar Balk 4 900,000.00) Harga Satuan :
225,000,060
Jumlah 2,475,000,00
MENGETAHUI

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

MALINAU, 31 Desember 2016
Pengurus Barang




Lampiran 8 : Format Daftar Aset Tetap

KABUPATEN MALINAU
DAFTAR ASET TETAP

GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016
PER 31-Dec-2016

Provinsi :  KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota :  KABUPATEN MALINAU
Bidang ¢ Bidang Kependudukan
Unit Organisasi = DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
uPB :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO NAMA BARANG ALAMAT /.LOKASI 'E:‘g NILAI (Rp.)
1 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,048,807,800.00
Bangunan Gedung 1,048,807,800.00
- Bangunan Gedung Kantor Permanen Tanjung Belimbing 250.00 533,031,000.00
- Bangunan Gedung Kantor Permanen Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat 515,776,800.00
TOTAL 1,048,807,800.00

DAFTAR

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

]

43408.pdf

Halaman 1 dari 1



Lampiran 9: Format Daftar Peralatan dan Mesin
y e KABUPATEN MALINAU
) DAFTAR ASET TETAP

TN PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2016

PER 31-Dec-2016

43408.pdf

Provinsi :  KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota :  KABUPATEN MALINAU
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
urPB :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO NAMA BARANG . JUMLAH NILAI (Rp.)
1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 594f. 6,216,804,416.00
Alat-alat Angkutan ' 149 3,539,202,094.00
- Jeep 3 1,109,429,100.00 |
- Sepeda Motor 123 2,042,504,994.00 |
- Motor Boat 23 387,268,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 10,833,500.00
- Mesin Las Listrik 10,833,900.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 437 2,585,430,240.00
- Mesin Absen (Time Recorder) 1 2,357,000.00
- Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio 1 85,269,000.00
- Brand Kas 2 3,105,000.00
- Lemari kayu 5 5,000,000.00
- White Board 1 1,350,000.00
- Kurs! BesifMetal 19 25,205,400.00
- Meja Rapat 1 15,000,000.00
- Kursi Putar 18 30,282,500.00
-. Meja Komputer 3 9,120,000.00
- Meja Biro 19 31,503,900.00
- Sofa 2 5,120,000.00
- ACUnit 8 25,200,000.00
- Loudspeaker 2 2,631,090.00
- Unit Power Supply 8 14,440,800.00
- Camera Digital 4 32,350,000.00
- Dispenser 1 1,050,000.00
- Handy Cam 2 17,000,000.00
- P.CUnit 8 67,140,000.00
- lapTop 215 1,918,175,844.00
- Printer 70 133,108,700.00
- Computer Compatible 2 15,080,400.00
- cru 1 14,498,000.00
- Monitor 1 2,155,000.00
- Printer 30 104,096,516.00
- Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 2,631,090.00
- Meja Kerja Pejabat Eselon I 1 1,130,000.00
- Meja Kerja Pegawal Non Struktural 10 18,370,000.00
- .Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 1 3,000,000.00
Alat Studio dan Afat Komunikasi 7 81,338,182.00
- Proyektor + Attachment 1 24,438,182.00
‘= Film Projector ' 1 10,000,000.00 |
- Llensa Kamera 1 30,000,000.00
- Sound System 1 10,000,000.00
- Facsimile 3 6,900,000.00
TOTAL 594 6,216,804,416.00

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 1
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Lampiran 10: Format Daftar Aset Yang Rusak
KABUPATEN MALINAU
DAFTAR ASET
ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2016

PER 31-Dec-2016

Provinsi :  KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota ¢ KABUPATEN MALINAU
Bidang - Bidang Kependudukan
Unit Organisasi :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UPB :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO : R NAMA BARANG . JUMLAR NILAI (Rp.)
1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 120 1,140,669,000.00
Alat-afat Angkutan 14 219,799,000.00
- Sepeda Motor 1] 16,995,000.00
- Motor Boat 13 202,804,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 102 614,550,000.00
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13) ' 1 3,000,000.00
-, Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 56,000,000.00
- Filling Besi/Metal 9 13,300,000.00
- Lemari kayu 2 2,000,000.00
- Alat Penghancur Kertas 4 5,900,000.00
~ Overhead Projektor 2 42,300,000.00
- Meja Komputer 1 3,040,000.00
- Unit Power Supply 1 2,800,000.00
- Stabilisator 1 1,050,000.00
- Camera Digital 3 14,000,000.00
- Handy Cam 2 18,000,000.00
- P.CUnit 15 81,925,000.00
- LapTop 17 201,600,000.00
- Note Book 6 93,700,000.00
- Printer 13 22,035,000.00
- CPU 8 22,400,000.00
- Printer 15 28,500,000.00
- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 1 3,000,000.00
Alat Studio dan Afat Komunikasi 3 30,000,000.00
- Camera + Attachment 1 10,000,000.00
- Proyektor + Attachment 2 20,000,000.00
Instalasi 1 276,320,000.00
- Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 1 276,320,000.00
TOTAL 120 1,140,669,000.00

DAFTAR ASET TETAP - ASET LAINNYA Halaman 1 dari 1
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KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provins] i KALIMANTAN UTARA

Kab./Kota s KABUPATEN MALINAU

Bidang + Bidang Kependudukan .

Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Sub Unit Organisasl  : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
uPs + BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO. KODE LOKASI 12.23.06.10.02.01.01.01

Tahun Nomor
No. | Kode Barang Jenls Barang / Nomor Merk/ |Ukuran/| Bahan Pem- Asal Harga Keterangan
Nama Barang Register Type cc belian Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB usu! (ribuan Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 02.06.04.01.08 Mefa Kerja Pegawal Non 0070 s/d 0075 Arinda Standar | Kayu 2001 Pembelian 1,350.00 |Barang Baru
Struktural Ditemukan
Mutas! Darl
Dinas
Kehutanan
2 02.06.04,01.08 Meja Kerja Pegawal Non 0076 Olimplc Standar | Kayu 2001 Pembelian 225.00 |Barang Baru
Struktural Ditemukan
Mutasl Dari
Dinas
Kehutanan
3 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawal Non 0077 s/d 0080 Ligna Standar { Kayu 2001 Pembellan 900,00 |Barang Baru
Struktural Ditemulan
Mutasi Darl
Dinas
Kehutanan
Jumlah Harga 2,475.00
MENGETAHUX MALINAU, 1 Januar] 2017

Kepala DInas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

NIP.

Pengurus Barang

NIP,




Lampiran 12 : Format Kartu Inventaris Ruangan

KABUPATEN MALINAU
KARTU INVENTARIS RUANGAN
PER 31-Dec-2016
Provinsi ¢ KALIMANTAN UTARA
Kab./Kota ¢ KABUPATEN MALINAU
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisast : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi  : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
uPB + DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Ruangan : Kepala Dinas ) NO. KODE LOKAST : 12.23.06.10.02,01,01
Keadaan Barang
" Tahun Jumlah
No. Jenls Barang / Merk / Model No. Seri Ukuran Bahan Pembuatan/| No.Kode | parapq, | Harga Bell/ Baik | Kurang | Rusak Keterangan
Nama Barang . Pabrik Pembelian Barang Register | Perolehan Balk | Berat

) , (B) | (KB) | (RB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Alat Penghancur Kertas Gemet Campuran 2008 02.06,01.05.05 1 1,475,00| 0 0 1

2 Meja Komputer Ligna Kayu 2002 02.06.02.01.37 1 315,00 0] 0 1

3 Lemari Es Sharp Campur 2002 02.06.02.04.01 1 900.00 1 0 0

4 Guccl Local Tanah Liat 2002 02.06.02.06.41 1 600.00 1 0] 0

Jumiah Harga 3,290.00
MENGETAHUI MALINAU, 1 Januarf 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Pengurus Barang Penanggung Jawab Ruangan

Masyarakat Dan Desa

NIP, NIP, NIP.

43408.pdf
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Lampiran-lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Pusat Pemerintahan Fax./Telp. (0553) 21223

MALINAU
Malinau, 18 Juli 2017
Kepada
Nomor  : OD5/593/SETDA vin, Kadd LPmy .
Sifat t Penting e
Lampiran : - di-
Hal . Undangan Tempat

Sehubungan dilaksanakannya Penertiban Administrasi Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau maka diharapkan kehadiran
Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD untuk mengikuti kegiatan
tersebut. Mengingat hal ini sangat penting, kebadirannya tidak boleh
diwakilkan, rapat akan dilaksanakan pada

Hari : Rabu

Tanggal : 19.Juli 2017

Tempat : Ruang Laga Feratu Lt.1Il Kantor Bupati Kabupaten Malinay
Pukul : 09.00 wita A

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupgten Malinau,

My

Drs. H.[Edy Marwan, M.Si
NIP. 1966{\)423 199503 1 001

——

NB: - Diharapkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai.
- Membawa data inventaris KIR dan KIB SKPD tahun 2016/2017.

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Malinau (sebagai Iaboran)
2. Arsip
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Telp/Fax (0553) 21292
MALINAU

Malinau, 11 Maret 2014

Kepada
Nomor  : 028/001/Sub.Aset/111/2014 Yth. Pengurus Barang dan Penyispan’
Sifat HE ’ Barang SKPD
Lampiran : -
hal : Undangan e
di~
Malinau

Dalam rangka Tahapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah ..

- Kabupaten Malinau whun 2014, maka dengan ini_diinstruksikan kepada saudara
untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2014

Tempat : Laga Feratu

Waku 1 08.00 Wita

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas perhatiaznya

diucapkan terima kasih.

“Wtama /IV

Nﬁz Lﬁg@ﬁs 195803 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth ;

I, Bupati Malinau (Sebagai Leporan)
2. Inspekuur Inspektorat Kab. Malinau

s Kabupaten Malinau
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Pusat Perkantoran Pemda Malinau Fax./T elp: (0553) 21223

MALINAUD
Nomor : 900/023/BPKAD-1/2016 Kepada
Lamp. : 1 (satu) Yth. Kepala Dinas/Badan/
Perhal  : Sosialisasi Peraturan Bupati Kantor/Bagian KFHD .
Kabupaten Malinau
Di -
Malinau

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 180 Tahun 2014 Ten;ang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 205 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Diharapkan kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian, Kasubag -Keuangan/PPK
SKPD, Bendahara SKPD, pengurus dan penyimpan barang untuk mengikuti kegiatan
sosialisasi Peraturan Bupati yang dimaksud, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Januarn 2016
Pukul : 08.30 wite

Tempat : Ruang Laga Feratu

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/lbu disampaikan terima kasih.

Malinau, 21 Januari 2016

LIt Sckretaris Daerah
-Kabupaten Malinau

Tembusan:
1. Bupati Malinau
2. lnspe_ktur Kabupaten Malinau

s,
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEXRETARIAT DAERAH
J1. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Telp/Fax (0553) 21292

MALINAU

Nomor
Sifat

Lampirtan :
hal

Malinau, 11 Maret 2014

Kepada
: 900/060/Keu-111/2014 Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/
: Camat., BYWIV:
: Undangan di—
Malinau

Dalam rangka sosialisasi dari Tim BPK RI Perwakilan Kaltim di Malinau,
m:fka dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk. menghadirkan PPK/PPk-
SKPD/Kasubbag Sunraa/PPTK/Bendabara/Pembantu  Bendahara dan - Pengucus
Barang di lingkungan kegja saudara pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 13 Maret 2014

Tempat : Laga Fcﬁuu

Wakin 1 09.00 Wita

Demikian dishmpnikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas perhatiannya

diucapkan terima kasth.

SEKRETA

_..

* Prof: DizAdri Patton, M.Si
Pembina Utama /IV ¢
NIP. 19630815 1985803 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yih :

. Bupati Malinsu (Sebagai Laporan)
. Inspekiur Inspekiorat Kab. Matinau
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PEMERINTA_-,H ;:ABU?ATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAEAH

JIn Pusat Perkantoran Kabupaten Malinau Telp. (0553) 21223 Fax. 21972

MALINAU 77554
Malinau, 13 Januari 2014
Kepada
Nomor : 028/007/Umset/1/2014 Yth.  Kepala, Inspektur, Badan, Kantor,
Sifat . : Segera Bagian di Lingkungan Pemerintah
Perihal : Penyampaian Kerangka Acuan Kabupaten Malinau
Kerja.dan Formulir Pengisian di -

Pelaksanaan Sensus BMD 2014 Malinau,

Sehubungan dengan Tahapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
Kabupaten Malinan Tahun 2014 akan memasuki tahapan Pengisian Formulir dan
Kartu Oleh Pengurus Barang SKPD pada Bulan Februari — Maret 2014, maka
bersama ini kami sampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang agar
dapat memerintahkan kepada Pengurus Barang SKPD agar segera dapat mengisi

Formulir dan Kartu Pelaksanaan Sensus BMD 2014 (Format Formulir/Kartu dan
Tata Cara pengisian terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

cos ijs;’f‘Hcindris Damus, M.Si
- '»}_2590106 198603 1 015

Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Malinau (sebagai laporan)

. 2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

3. Arsip.

Visi Kobupaten Malinas
* Terwujudnya Kabupaten Malingu yong Aman, Nyaman dan Damai melalut Gerakan Desa Membanguan (GERDEMA) *
Visi Bagian Ui dan Aset

P D e

* Terwujudnya Pengelolaan B Aot s Nonen rees -
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT KABUPATEN MALINAU
J1. Pusat Perkantoran Telp/ Fax 0553-21223

1.Kepala Dinus!Bnd;mf'lnspokwrm/]\’:mlor/B
SeKabupaten Malingu

<iT

agian/Camat

SURAT EDARAN
No: 900/ 308 /Kew/X1172015

TENTANG
KELENGKAPAN NOMoOR BARANG DAN
KIR (KARTU INVENTARIS RUANGAN ) PENGADAAN TAHUN 2015

Sehubungan berakiirnva tzhun enggaran 2015 dan dalam r
Internal dan Eksternai ditingkungan Pemerin
Pengurus dan Penyimpan Barang
berikat :

angka persiapan audit
tah Kabupaten Maiinau dihara~kan seti

ap
SKPD dapat mempersiapkan kelengkapan data seba,

gai

1. Melengkapi dan memasang Penomoran Baran

g baik pergadaan TA.2015 maupun
barang hasil mutasi ditingkunga

n SKPD Pemerintah Kabupaten M
2. Mempersiapkan dan Meiengkapi KIR ¢
SKPD Pemerintah Kabupaten Malinau.

alinau.

Kartv Inventaris Ruang ) i lingkungan

Mempersiapkan laporan aset Baik Hardcopy maupun Soficopy guna Kepentingan
Audit External dan Internal.

Demikien diszmpailan

untuk dileksanakan dan ates kerizsan

n@ yang baik diucapkan
terimekasih,
Malinau, 29 Desember 2015
- Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Malinay
. ) a
Drs.Hendris Damus,M.Si
Nip 19590106 198603 1 015
Tembusan:
—Inspektorat

-arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

musat Perkantoran Bupati Malinau Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

S ..

43408.pdf

] Malinau, & Januari 2017

Nomor  :700/2 & /KasubbagProg Kepada

Sifat : Rahasia Yth. Kepala Dinas PM&D
Perihal Nota Pengantar Pokok-pokok ¢+ Kabupaten Malinau
Hasil Pemeriksaan Di
o Malinau

‘Sesuai Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Malinau No. 56 /ltkab-Mal/V-
STIReg/l/2017 tanggal, 29 November s/d 13 Desember 2016, bersama ini kami
sam kan Pokok-Pokok Temuan Hasil pemeriksaan Tim Inspektorat
Kabugy (en Malinau pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Mahnil Tahun Anggaran 2016, dengan Pokok-pokok temuan sebagaimana

tertuanif dalam Pokok-pokok Temuan Hasil Pemeriksaan terlampir.

ﬁ}lohon kiranya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupafen Malinau selaku pengguna anggaran, dan Pimpinan Bagian Kegiatan
serta Pemegang Kas Tahun Anggaran 2016 agar dapat memberikan.komentar
sebagalmam temuan yang tertuang dalam pokok-pokok temuan hasil
pemerik'%aan ini. Pokok-pokck temuan hasil pemeriksaan tersebut mohon
dikembalikan setetah dikomentari dan ditandatangani paling lambat 1 (satu}
minggu ’}sejak Naskah ini kami sampaikan, sambil melakukan penyelesaian

temuan dimaksud.

F:emikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasin.

i
!;_ Lukds Heri Purwanto, SE
E Nip. 19791001 200604 1 010

i
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Hl. ASPEY} ¢ PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS DAERAH

Habis

rd Asp’ek Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Barang Pakai

1. Pcngelolaan barang miiik daerah dan Pengelolaan barang pakai habis belum

dikefola secara tertib, teratur dan berkelanjutan.

saat tim melakukan pemeriksaan administrasi pada aspek pengelolaan
admiinistrasi barang milik daerah dan barang pakai habis ditemukan bahwa

43408.pdf

pel rl rus barang dan penyimpan- barang belum membuat buku admmzstras; antara
lain| r
No , Jenis Administrasi Ada Tidak Keterangan
i Ada
1 , ;ku penerimaan barang - N Belum di buat oleh
"_{ :\:?entaris tahun 2015 dan 2016 pengurus barang
2 B‘L_;fku pengeluaran barang - N Belum di buat oleh
i } ientaris tahun 2015 dan 2016 pengurus barang
3 Kgrtu pemeliharaan barang - ¥ Belum di buat oleh i
té_rfxun 2015 dan 2018 pengurus barang
4 Buku penerimaan barang pakai - N Belum di buat oleh
Hé:_bis tahun 2015 dan 2016 penyimpan barang
5 Buku barang pakas habis tahun | - N Belum dj buat oleh
2315 dan 2016 penyimpan barang
tu barang tahun 2016 - N Belum di buat oleh
penyimpan barang*
7 Ka tu persediaan barang pakai - ¥ Beium di buat oleh
J Ens tahun 2016 penyimpan barang
Té_y ij@poran semester tentang - v Belum di buat oleh

penerimasan dan cengeluaran

pia}?ai habis tahun 2016

penyimpan barang

B 34 }
»  Nora Hasil Pemerikscen (NHP) -« \

> Baden Prmbercayéen Masycrekat Desc Kebupeten Mahnau
> Tahun Anggerén 2015,2016

i%i5i InspeRrarar Kabupasen Malings
Mcn_,cdlmr' Irspektaras yang Honcs! dar Profesional sebegaj Ppendoreng terwusudnya Pemcrintchan
yarg Eersih Sertanggungiomch, 3ches Cori Karups, Kofusi dan Nepotisme”,
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9 {jBerita acara inventarisasi - . v : Belum di buat oleh

ga'rang'persediaan/stock . penyimpan barang

ifooname barang pakai habis per .

i hovember 2016

, Tugas Pengurus Barang;
catat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing SKPD yang

sal dari APBD maupun perolehan tain yang sah ke dalam Kartu Inventaris

Inventaris Induk (Bl1), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerab.
i
b. Millakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedatam
ke tu pemeliharaan.

ta_.f}:unan (LBPT) serta Laporan invenrtaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD
kepada pengelofa.
d. M’éfnyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak

dipergunakan lagi.

. Wrmrutjenisnya terdiri dari -

> Nora Hosil Pemerinscen (NWP} <
>  Boden P Xaysan Mesyereket Dese Kabupaten Melinau <
> Tohun Anggeidn 2015,Z016 <

B Visi Inspekrarat Koboparen Malincu
“Menjadikcn Tnspextorar yang Hands! dan Profesions! sehogal pendorcng terwyjudnya Pemerintahan
B yary Bersih Sarterggurgjawad, Bebes Dorl Korupsi, Kafusi don Nepotisme”.

fm
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a. Bukl barang inventaris
b. Buki} barang pakai habis

o

B u hasil pengadaan

[=3

. Kgitus barang

@

persediaan barang
e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan

-

Mefr_h:'_'buat laporan penerimaan, penyaluran stock/persediaan barang milik darah
kepé"da kepala SKPD

Sebab .
Kond_‘_"":' disebabkan kelalaian Pengurus Barang dan Penyimpan Barang belum
membﬁét administrasi tersebut diatas serta kurangnya pengawasan dari atasan

langsting.

Akibay

Kondiéfi; tersebut mengakibatkan pengelolaan barang Inventaris pada Dinas
TR .

PerT lerdayaan Masyarakat dan Desa tidak akuntabet

[*%)
<

HER
> Novo Hosii Pemerikscan (NHP) <
> Badon Pembériidyaon Masyarchat Desa Kabupaten Malinau <
| »  Tabun Anggordn’2015,2016 <

EN Viz: Inspekrorar Kabupcren Molincu
“Ménjedikan Inspektorst yang Hondal dan Profesicnd sebagei pendereng terwyjudnyc Pemerintahan
i yarg Bersih Bertangpungiowed, Sebas Dar Kerupsi, Koksi datr Nepotisme™.

I
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Terci pat 5 (lima) unit Barang Inventaris berupa Komputer PC pada Dinas
Pem) érdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 belum beri kode nomor barang

Inventaris merupakan barang-barang milik pemerintah daerah yang
daannya bertujuan untuk membantu kelancaran tugas-tugas pegawai negefi
‘dalam melayani masyarakat, dalam penatausahaan barang milik daerah
an 3 (tiga) kegiatan yanQ meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan
ran, ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) unit barang inventaris berupa

No } Namallen Jumlaﬁ Tahun Harga Jumlah Keadaan Keterangan A
isjffarang | Barang } Penga satuan {Rp) Barang
daan (Rp}

[~Baik | Kurang | Rusak
Baik Berat

1 Korpputer S.nit 2015 8 80C.000,00 | 44 0CC.C00.00 N - - Rejum diteri
kode ngmor

barang

pada fisik

24,000.000,00 !

naan Pengelolaan Barang Milik Daerah Romawi VI, PENATAUSAHAAN
3 5 (Lima) Kodefikasi huruf e.1. Pemasangan Kode Barang dan Tanda
Kepémilikan menyatakan bahwa : “ Kode Barang dan Tanda Kepemilikan harus

dica }.Jmkan pada setiap Barang Inventaris, kecuali apabila ruang/ tempat yang

3|

t 40
> Nota Hosi) Piferisacn (NHP) = i}
> 3cdza Pemberdayoon Mosyorckat Desc Kobupaten Matinau <

> Tohun Anggeran 2015,2016 <

Visi Inspeiterat Kskuperen Mehinsu
enjodikan Inspeictorat yong Hendol dar Frofesioral sebagar pendorong termujusys Pemernrchon
yong Barsib Bertanggunajowsh. .Bebas Deri Korupsi, Kolusi don Nepotisme”,




43408.pdf

tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam ‘Buku Inventaris {Bl), Kartu
Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) *.

Kond_:i:_si tersebut diatas disebabkan kelalaian pengurus barang pada Dinas
pemb’.rdayaan masyardkat dan desa kabupaten malinau dan kurangnya
peng;

wasan dari atasan langsung sehingga kode nomor barang tidak dicatat/

mkan pada fisik barang.

Kondi

i tersebut mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah belum tertib,
tera!L} dan berkelanjutan.

Masjarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk member kode nomor barang

terhagap 5 unit Komputer PC serta menyampaikan foto dokumentasinya kepada

= - a1
> Nota Hesd Pesicsiksacn (NH?) -« E

> 3cden Pambery
> Tchun Anggarcn

Desa

Y 14 !
2015.2616 =

- isi Inspekrerat Kebugaten Mclnay
Wenjacikan Inspekverat yong Hahdel don Frofesionet sebogsi pencoreng rerwujuctaya Pemerintahan
yeng Bersih Berranggungjswch, Sebas Deri Kerupsi. Kolusi can Nepefisme™.
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